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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknyause untuk hukum.

(Satjipto Raharjo)

Alloh tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampatka mengubah nasibnya
sendiri.

(Q.SArRad: 11)
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1. Ibu dan adikku yang sangat saya
sayangi.

2. Kekasihku.



KATA PENGANTAR
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Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008. Terimhkas

Yogyakarta, Maret 2012

Penulis

Adimas Yudiar P
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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaranidiormasi penegakan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 oleh Dinasdhaagn Pasar dan Satuan
Polisi Pamong Praja dan hambatan-hambatan yangulitsalam
pelaksanaannya. Penelitian ini mengambil lokagiatitor Dinas Pengelolaan
Pasar dan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praf $gtkarta dengan
menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologisgybersifat deskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatuepars adanya. Penelitian ini
menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sudalbeprimer itu diperoleh
melalui wawancara dengan narasumber yang terkaiarmngkan sumber data
sekunder diperoleh dari literature-literatur yaerkait. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah melstudi lapangan dan studi
kepustakaan. Sedangkan teknik analisi data yanmdigan adalah teknik
kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, sajita dan kesimpulan. Dari
penelitian tang dilakukan dapat disimpulkan baheadgakan Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang PengeldP®dagang Kaki Lima
oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan PolisiiRpRraja sudah berjalan baik
sesuai norma administrasi negara. Hal ini dikaranaklakukan penegakan
peraturan secara preventif dan represif. Dalamgsia Peraturan Daerah ini
Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja mermbherapa hambatan yang
menyebabkan penegakan peraturan menjadi kurangalptiambatan tersebut
berasal dari dalam Pemerintah Kota Surakarta setadirhambatan yang berasal
dari luar. Untuk menangani hambatan itu maka diakay memaksimalkan
instrumen dan personil yang ada dan memberikanybemgn dan pembinaan
kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Ddrpkaslitian yang telah
didapat tersebut dapat diketahui bahwa penegakatupan daerah ini masih
meninggalkan beberapa masalah. Oleh karena itasdiperiukan adanya
penambahan sarana dan prasarana personil Dinasl&laag Pasar dan Satuan
Polisi Pamong Praja.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, Kota Steakaerupakan kota
perdagangan, karena ketatnya persaingan untuk @epatja dalam sektor
formal, maka wajar apabila para pengangguran mktakkompensasi positif
dengan memilih bekerja di sektor informal. Salatu sektor informal yang
banyak diminati para pengangguran (selain yangrslaaaa bekerja di sektor
ini) yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Kelompok Pedag Kaki Lima
sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalabnimbk usaha yang tak
terpisahkan dari aset pembangunan nasional yarmadisrkerakyatan, jelas
merupakan bagian integral dunia usaha nasional yamgmpunyai
kedudukan, potensi dan peranan yang sangat sHategialam turut
mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umunaaya tujuan
pembangunan ekonomi pada khususnya. Pedagang Kakidebagai bagian
dari usaha sektor informal memiliki potensi untukermiptakan dan
memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenagg yaang kurang memiliki
kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekergektor formal
karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereki&imil

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasarNoitdor 9 Tahun

1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa usab# ¢termasuk PKL)



merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluaag@apakerja dan
memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada maksya dapat
berperanan dalam proses pemerataan dan peninglatdapatan masyarakat
serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperamdaewujudkan
stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitasy@ko pada khususnya.
Bahkan Pedagang Kaki Lima, secara nyata mampu niéabepelayanan
terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasdadahi, sehingga
dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataail-hasil pembangunan.
Selain itu, kelompok PKL mempunyai potensi yang upkoesar untuk
memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapgeth Daerah (PAD)
di sektor penerimaan retribusi daerah seiring demkgédutuhan daerah dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Terlepas dari potensi ekonomi sektor informal PadggKaki Lima,
maraknya keberadaan Pedagang Kaki Lima di kotadkesar di Indonesia
kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintahmgete para pemilik
toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para péntiko dan pengguna
jalan, merasa terganggu dengan membeludaknya Reglagaki Lima.
Padahal dalam UUD 1945 diamanatkan dalam pasal{paskut :

Pasal 27 ayat (2) :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan daghlpodupan yang

layak bagi kemanusiaan.”



Pasal 33 ayat :

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersantadaer atas asas

kekeluargaan.”

“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdates demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi hdrlan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiriaarta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekoasianal.”

Pasal 34 ayat :

“(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial d&gruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakpm sesuai

dengan martabat kemanusiaan.”

“(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaanitéasipelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawagripgah dalam
UUD 45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita ddab@gara hukum.
Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tagggwab, kewajiban,
dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukunar Aiglak terjadi
pertentangan kepentingan dan kebutuhan antaraidodimmaupun antar
masyarakat tersebut serta tercapainya kedamaiasupetm bersama, di mana
kedamaian berarti keserasian antara kepentingagadeketentraman, atau
keserasian antara kepentingan dengan keterikatakeateebasan. ltulah yang

menjadi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sgaitggas hukum tidak



lain daripada mencapai keserasian antara kepadtiakum dengan
kesebandingan hukum.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap riptahe daerah
berupaya mengembangkan berbagai strategi atawakabiuntuk menangani
persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasifgba represif. Pilihan
strategi terkait dengan cara pandang pemerintahadap PKL. Jika
pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekongang bisa
dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasaakan lebih diarahkan
untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan rusaha bagi PKL,
memformalkan status mereka sehingga bisa mempebvalgtnan kredit bank,
dan lainnya.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istileatuk menyebut
penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilakering ditafsirkan
demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada limaalkaki tersebut
adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" ggtofyang sebenarnya
adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). iBiaiatilah Pedagang Kaki
Lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan padmmnya Di
Surakarta sendiri, selain menguntungkan, Pedagaa$i Kima juga
dipermasalahkan karena Selain itu ada Pedagang Kakia yang
menggunakan sungai dan saluran air terdekat untrkbuang sampah dan

air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih mersisagai yang ada dengan

! Soerjono Soekant&aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HukBma Cipta,
Jakarta, 1983, him. 13.

? http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki lima9 Oktober 2011, 20.11 WIB.




mematikan ikan dan menyebabkan pencemaran selaijugh menggangu
para pengendara kendaraan bermotor seperti ygaditdr Depan Monumen
Pers dan Kawasan Pasar Klewdretapi PKL kerap menyediakan makanan
atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkagasamurah daripada
membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkawrilkesehingga kerap
mengundang pedagang yang hendak memulai bisnisdengdal yang kecil
atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanyainiem bisnisnya
disekitar rumah mereka. Di Indonesia belum ada mgrdandang yang khusus
mengatur pedagang kaki lima. Padahal fenomena Bedafpki Lima sudah
merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudalmupaian
permasalahan nasional, karena disetiap kota psppedagang kaki limanya.
Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanydapat dalam
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini hanya mengeitang pelarangan
untuk berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di daeeanadh yang sudah
ditentukan. Namun mengenai hak-hak Pedagang Kaka lini tidak diatur di
dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang mekgilarkegiatan
usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktentu dengan
mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentugketh Pemerintah

Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan maiggursarana atau

* http://terlalu-bersama.blogspot.com/2011/12/pklgmgthg-kaki-lima-di-kota.htmP5
Desember 2011, 22.00 WIB




perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau gikaorpasang.Namun
sebaliknya, jika Pedagang Kaki Lima hanya dilihabagai pengganggu
ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akanjadiersasaran
penggusuran dan penertiban. Dalam hal ini, Pena¢rikbta Surakarta telah
menggunakan beberapa strategi untuk menangani &egl&@ki Lima, yaitu
dengan relokasi, shelterisasi, tendanisasi, geisdsik Tujuan dari
pembuatan kebijakan tersebut adalah pengelolasagBed Kaki Lima sesuai
dengan tata Kota Surakarta yang menerapkan kdbisam City

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai data yangkéngdentang
pedagang kaki lima berikut lokasi dan kondisi usgha sehingga
mempermudah pemerintah kota untuk menyusun konaeg jelas tentang
bagaimana masing-masing kategori pedagang kaki birsa diberdayakan
antara lain dengan melakukan relokasi yang disettaigan pemberian
fasilitas usaha, perizinan (formalisasi usaha), puau pinjaman modal untuk
pengembangan usaha. Kebijakan pemberdayaan pedegarigna ini juga
disinergikan dengan kebijakan-kebijakan perkotaam lain seperti penataan
dan renovasi pasar-pasar tradisional, pembangunamtrassentra
perdagangan, pembangunaitywalk dan kebijakan transportasi. Untuk
mengkoordinasikan segala upaya ini, Pemerintah Batakarta membentuk
Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagai Lgenaknis terkati
pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Satuan PolishoRg Praja.

Kebijakannya dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lim&ala Surakarta

* Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 28@8ng Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima.



telah dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah N8miahun 2008 tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, walaupun isinyaktidepenuhnya
memuaskan kelompok-kelompok Pedagang Kaki Lima. iukasi antara
Pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima selama iaidedangsung intensif
karena para Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarlatifre terorganisir

dengan baik.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, nkaerintah
daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengator ndengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat&tenenurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamnsigtegara Kesatuan
Republik Indonesid. Di dalam perumusan peraturan daerah, Pemerintah
Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang kendi@apai.
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi tidak bisapd#kan dari cukup
tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangaan&aemampuan
keuangan ini merupakan salah satu indikator permginga mengukur tingkat
keberhasilan otonomi suatu daerah.

Menurut Satjipto Raharjo, agar hukum berjalan alapat berperan
dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka lpeshatikan hal-hal
sebagi berikut :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baikngamBsuk di dalamnya
mengenali dengan seksama masyarakat yang hendgkdneasaran

dari penggarapan tersebut.

® Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penagyamt Daerah.



2. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyaraktal ini penting
dalam halsocial engineeringitu hendak diterapkan pada masyarakat
dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk, seprdisional,
modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentileamilai dari sektor
mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yatigg layak untuk
bisa dilaksanakan.

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengafek-efeknya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakamt@aoN3 Tahun
2008 tidak hanya dilakukan oleh Dinas PengelolaasaPdan Satuan Polisi
Pamong Praja, bahkan dalam merelokasi Pedagang Iiadd, Walikota
Surakarta selaku pembuat kebijakanpun ikut langsungn ke lapangan
untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota SurakamaoN8 Tahun 2008.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gesekan kepey#n antara Pedagang
Kaki Lima dan Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 T@0®8 memuat
beberapa pasal yang isinya mengenai larangan deajikan Pedagang Kaki
Lima yang berada di wilayah Kota Surakarta. Larandarangan tersebut
antara lain”:

a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanerkasi® KL;

b.  Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat kingga

® Sajhran BasahPerlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Adminsstidegara
Alumni, Bandung, 1992, him. 14.

’ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 TahuB Zedtang Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima.



c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk ripkelikan

sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangarbgdagu;

d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selaangy telah

dinyatakan dalam ljin Penempatan;

e. Mengalihkan ljin Penempatan PKL kepada kpiltain dalam

bentuk apapun.

Pada prakteknya di lapangan masih banyak pelanggarag dilakukan
oleh para Pedagang Kaki Lima. Pelanggaran yangulién biasanya akan
dikenai sanksi oleh Dinas Pengelolaan Pasar daras&among Praja sebab
instansi tersebyt memiliki wewenang untuk menedibkPedagang Kaki
Lima. Seperti contohnya penertiban Pedagang KakiaLdi kawasan Jalan
Slamet Riyadi. Tim dari Satuan Polisi Pamong P¢8gipol PP) dan Dinas
Pengelolaan Pasar (DPP) membongkar bangunan PKdemhn Restoran
Orient karena tidak dibongkar oleh pemiliknya sdtekelesai berdagang
sebab di kawasan ini bangunan Pedagang Kaki lkineckdown(bongkar
pasang}. Selain itu ada juga pelanggaran yang dilakukah Bledagang Kaki
Lima di sejumlah jalan protokol, termasuk kawasdad@k di JI Slamet
Riyadi, JI Veteran, JI Kapten Mulyadi dan JI UripnSoharjo, masih terlihat
aktivitas sejumlah PKL walaupun di jalan-jalan &mst sudah disterilkan

dari PKL?

® http://www.solopos.com/2012/solo/penertiban-pkl-timbungan-tertibkan-pkl-di-jalan-
slamet-riyadi-1646553 Juni 2012, 20.15 WIB.

® http://www.solopos.com/2012/solo/penataan-pkl-tatiserot-dprd-1575668 Juni
2012, 20.15 WIB.




Guna mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Staratentang
Pedagang Kaki Lima sudah diberlakukan dengan baik lbenar sesuai
dengan konsep hukum normatif administrasi, makeelgemalam hal ini
akan mengambil judul “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Ki&
SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN

PEDAGANG KAKI LIMA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah iklurasebelumnya

maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah Kotketar Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki LirKatd Surakarta
?

2. Apakah penegakan Peraturan Daerah Kota Surakimmaor 3 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima teémluas dengan

Norma Hukum Administrasi ?

C. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan ParalDeerah kota
Surakarta tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan Peraturaralb&eta Surakarta
tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sudah sdsungian norma

hukum administrasi.

D. Tinjauan Pustaka



Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang alissistem
desentralisasi. Susunan organisasi Negara Indonesi@&i dari susunan
utama, yaitu : Susunan Organisasi Negara TingksatRian Tingkat Daerah.
Susunan organisasi tingkat daerah adalah terbatada psusunan
penyelenggaraan pemerintahaekgekutiff dan unsur-unsur pengaturan
(regelen dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasik ts&mua urusan
pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemérpuaat. Berbagai urusan
pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakarbatdauan satuan-satuan
pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonetaiu tugas
pembantuanniedebewijy Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam
Undang-Undang dan dalam berbagai peraturan pergadgatangan lainnya.
Sedangkan di daerah selain satuan pemerintahanbghgk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonamyngjkinkan dibentuk
satuan-satuan sebagai Aparat Pemerintah Pusat edlaldaSebagaimana
halnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mensilikunan organisasi
pemerintahan sendiri yang terdiri dari Kepala DaemPRD, Sekretaris
Daerah, Dinas-dinas, dan Badan Pertimbangan Da®rah.

Sedangkan pemahaman dari Pemerintah dapat dipahatalui dua
pengertian, pertam@emerintahan dalam artian fungsi pemerintahan étagi
memerintah). Fungsi dari Pemerintahan dapat ditantusedikit banyak

dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fyrgysindang-

Philipus M. Hadjon, et.al.Pengantar Hukum Administrasi Indonesi@ajah Mada
University Press, Ctk Kedelapan, 2002, him. 6.



undangan dan Peradilan. Pemerintahan dapat dir@mus&cara negative
sebagai segala macam kegiatan penguasa yang #dakdisebutkan sebagai
suatu kegiatan perundang-undangan atau peradiladual pemerintahan
dalam artian organisasi pemerintahan (kumpulan #&esatuan-kesatuan
pemerintahan), yang terdiri dari pribadi dan dewaman yang ditugaskan
untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukuniikpgadan-badan
pemerintahan). Maka suatu badan hanya memiliki wewg jika dia
diberikan suatu wewenang yang secara jelas disahkamrut hukum publik.
Serta badan-badan hukum perdata yang sesuai ddashetan hukum telah
didirikan dan oleh karena itu harus dianggap seb@gaasuk dalam pihak
pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukoimmiempunyai
wewenang untuk atas nama Negara melaksanakan aimdiailakan hukum
menurut hukum sipil. Selanjutnya yang dikategorikaalam pihak
pemerintahan adalah pegawai negeri yang telah k&redeh Negara secara
resmi dan para pekerja kontrak dengan pihak peta@rintelah
menandatangani kontrak kerja. Badan-badan pemieaintgawatan-jawatan
pemerintah dan para pegawai negeri memperoleh k&dndutama pada
berbagai tingkatan dalam lingkungan suatu negabparigsaan. Kebanyakan
negara mengenal disamping pemrintahan nasionalpyadauatu yang
bertingkat daerah atau propinsi dan suatu peméantiokal atau kotapraja.
Seiring dalam perkembangan kenegaraan dan penteinta

memunculkan kewajiban pemerintah untuk mewujudlesejahteraan umum



bagi para warganya dengan cara terlibat aktif ddahdupan ekonomi dan
sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujukiésgjahteraan umuf.
Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaiiggiaskan di
atas dibutuhkan suatu perangkat penegakan hukumg lyaik dan disertai
dengan peraturan perundang-undangan yang memabaigga tujuan yang
dicita-citakan bersama dapat terlaksana dengan Kailena pada dasarnya
penegakan hukum yang ditopang dengan perturan gemgrundangan
merupakan wujud hukum yang nyata bagi masyarakalbagaimana kita
ketahui bersama, hukum berfungsi sebagai perlirmlungnanusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus didklie. Perlindungan
hukum dapat berlangsung secara normal dan dartegj tdapat terjadi juga
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang teldlandgar harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukumnitenjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang sekalushdiperhatikan
yaitu : kepastian hukumRgechtssicherhgit kemanfaatanz(veckmassigkejt
keadilan ¢erechtigkeit'?
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegaiskom antara

lain:

1.  Faktor hukumnya sendiri/substansial

"'Sudikno Mertokusumdylengenal HukurrLiberty, Yogyakarta, 1999, him. 145.
12 H

Ibid.
 Soerjono Soekant&aktor... op. cithim. 5.



Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin umgkmkan
penegakkannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suextaturan hukum
akan semakin sukarlah menegakkannya. Peraturanbgalkgdalah :

2.  Faktor Penegak Hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkdgam.

3.  Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, malek tmungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

4.  Faktor Masyarakat
Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atauapten.

5. Faktor KebudayaarC(lture)
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yerendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan kpsskonsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehinggaut) dan apa
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayasendasari
adanya hukum adat, yakni hukum kebiasaan yangKoertelain itu
juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yaibgntuk oleh
golongan tertentu yang mempunyai wewenang dan keerldi
masyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-ni@ng menjadi dasar
dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapdaku
efektif.
Dengan demikian semakin banyak persesuaian, semakin

memungkinkan untuk hukum itu ditegakkan. Kelimatéakiersebut saling



berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakamsiedari penegakan
hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efelds/penegakan hukuth.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandurag-mii&i atau
konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfagosial dan
sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. MenwBatjipto Raharjo,
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegalaitde atau
konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakamhad#talah usaha untuk
mewujudkan ide-ide tersebut menjadi ny3ta.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat membefaat atau
berdaya gunaufility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat
juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk apencsuatu
keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pdngbahwa apa yang
dianggap berguna (secara sosiologis) belum tenkubagitu juga sebaliknya
apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belsntu berguna bagi
masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanyangmnginkan
adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suaatupgn yang dapat
mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakalm itu adil atau
tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa per@rinuntuk segera
membuat peraturan secara praktis dan pragmatisdahatukan bidang-
bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntuiasyarakat tanpa

perkiraan strategis, sehingga melahirkan peratpesaturan yang bersifat

Ibid, him. 6.

' Satjipto Raharjo,Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan SosiologB)nar Baru,
Bandung, 1988, him. 15.



tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lafk&éhatnya kurang
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalasyamakat.

Faktor penegak hukum yang paling sentral dibandieggan faktor-
faktor yang lain. Hal itu disebabkan, oleh karemad&hg-Undang disusun
oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakanpaiebgak hukum dan
penegak hukum dianggap sebagai golongan panuthmusyarakat lua$.
Dengan adanya ketegasan dari penegak hukum atagp satanya
pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukrsebté¢ akan berjalan
secara efektif.

Dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undapgaguasa
biasanya menyertai dengan izin. Penolakan terhaglagiu izin hanya
dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh pergméidak dipenuhi atau bila
suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada serotang yang
memenuhi kriteria. Jadi dapat disimpulkan bahwa merupakan instrumen
bagi penguasa atau pemerintah untuk mempengarujawaasyarakat agar
mengikuti cara yang diajukan oleh pemerintah yarneapai tujuan yang
konkret.

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surakarta N8riahun 2008

a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keama dan

kesehatan lingkungan tempat usaha.

'® Soerjono Soekantdaktor... op. cit Ctk. 4 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
him. 55.



b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagdeggan
tertib dan teratur.

c. Menempati sendiri tempat usaha izin yang dimilileiny

d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Dasatpunyai
kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa ntargamti rugi.

e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketenwaktu usaha
PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan olelikéta.

f.  Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalanJgaha PKL.

g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkeenaadan
prasarana di luar jam operasional yang telah dikemt oleh Walikota

atau pejabat yang ditunjuk.

E. Metode Pendlitian
1. Obyek Pendlitian
Obyek penelitian ini adalah Penegakan Peraturanraba&ota
Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengeloladagdeg Kaki Lima
di Kota Surakarta oleh Dinas Pengelolaan Pasar otakarta.
2. Subjek Penelitian
a. Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta yimgkili oleh
Bambang Edi Santoso, Kabid Penegakan Perundangwgaala
Peraturan Daerah Satpol PP.
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakartg diwakili oleh
Didik, S.P, M.E, Kabid Pembinaan Dinas PengeloRasar.

3. Sumber Data



a. Data Primer, berupa keterangan atau informasj giperoleh secara
langsung dari subyek penelitian tentang Penegakakuid Perda
Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang PengeloRedagang
Kaki Lima.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh pemektalui peraturan
perundang-undangan dan buku-buku terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer, peneliti mengganakistrumen
pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawan&epada
subyek penelitian.

b. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti akamakokan studi
pustaka. Bahan kepustakaan yang dikaji adalah Hadlaan yang
mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdpéndekatan
yuridis sosiologis, yakni pendekatan dari sudutdaag hukum yang
berlaku di masyarakat dan penerapannya di lapangan.
6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitagiaitu dengan
menyajikan data secara deskriptif dan dianalistarse kualitatif dengan
menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikanpaarggambarkan data

yang diperoleh dari penelitian yang telah dipilianddikelompokkan



menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawabgsalahan dengan
pendekatan yuridis sosiologis, dengan langkah selbagikut :
a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan psatahan
penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan.
c. Data yang telah diperoleh disistematikan kemudianalisis untuk

dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.



BAB 11
FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan mengenai Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 a@gk& Nomor 32
Tahun 2004 adalah Penyelenggaraan urusan pemarntdbh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas gméunam dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dansjriNegara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UQ#b.1Sedangkan
definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angklJ3Nomor 32 Tahun
2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, daargkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan datrdemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwallakyat Daerah yang
anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Um@uabernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintalerdba Provinsi,
Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Petadran Daerah

Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah KatempKota dan DPRD

Y Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penadxamt Daerah.



Kabupaten/Kota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala &taetipilih melalui
pemilihan kepala daerah langsung. Kepala DaeralNdzkil Kepala Daerah
dapat diberhentikan karena meninggal dunia, pesamtsendiri, atau
diberhentikan. Kepala Daerah dan atau Wakil KepBlaerah dapat
diberhentikan Presiden tanpa melalui usulan DPRRbiégp dinyatakan
melakukan tindakan pidana kejahatan dengan pidanenal 5 tahun atas
tuduhan korupsi, terorisme, makar, dan atau timmidéna terhadap keamanan
negara.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan peamamiaerah. DPRD
memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawadaRRD mempunyai
tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak interpelasgket,
menyatakan pendapat. Hubungan antara pemerintatahdadan DPRD
merupakan hubungan kerja yang kedudukannya sedarbatsifat kemitraan.
Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara gampamerintahan
daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajdinya tidak saling
membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijaklaerah berupa
Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahtasa Pemerintah
Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dadganbuat kebijakan
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesugamleéungsi masing-
masing sehingga antar kedua lembaga itu membangio bubungan kerja
yang sifatnya saling mendukung bukan merupakanHraataupun pesaing

satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masinginas



B. Tinjauan mengenai Otonomi Daerah

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau ddengkapan
negara yang diserahi tugas pemerintahan atau naeles Undang-undang.
Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsagabbadan eksekutif.
Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah sema@anb yang
menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negaka kbluasaan
eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatiddi semua pemegang
kekuasaan dalam negara adalah termasuk pemerintitam artian luas.
Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintah dp&rgertiannya
yang luas meliputi badan-badan yang menentukanahalbegara dan
berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga riestastansi yang
melaksanakan keputusan dari badan-badan itu. Seatangn Vollenhoven
mengemukakan dalam arti luas tugas pemerintaherfoagi dalam empat
fungsi, yaitu pembentuk undang-undang, pelaksanmepetah, polisi dan
keadilan®®

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utaargy ydijadikan
sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan peaharndan kenegaraan di
setiap negara hukum terutama bagi negara-negaramhutam sistem

kontinel. Kemudian asas ini digunakan dalam bidaogum administrasi

'® SF Marbun dan Moh Mahfud MOPokok-Pokok Hukum Administrasi Negataberty,
Yogyakarta, 1987, him. 8.



negara yang memiliki makna bahwa pemerintah tunklefgada undang-
undang atau asas legalitas menentukan bahwa semitgmtdan yang
mengikat warga negara harus didasarkan pada undalegpg. Setiap
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan hamomslikn legitimasi
yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-und&smpgan demikian,
substansi asas legalitas adalah wewenang, yaituarkeoan untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengesavenang ini, H.D.
Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengeréiag lerasal dari
hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijetaskd#agai keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehanatggpnaan wewenang-
wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik adard hubungan
hukum publik*®

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukdak tsama
dengan kekuasaan. Kekuasaaan hanya menggambarkamtuk berbuat
atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekallgerarti hak dan
kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerak mengandung
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dangeta@a sendiri,
sedangkan kewajiban secara horizontal berarti lsgdara untuk
menyelenggaran pemerintahan sebagaimana mestingatikal berarti
kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satib ikatan

pemerintahan negara secara keselurdhan.

¥ Ridwan HR,Hukum Administrasi NegaraJIl Press, Yogyakarta, 2002, him. 101.
**Ibid, him. 102.



Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas atagaerah
provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas ddekabupaten dan daerah
kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupatenddarah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-gnd@emerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mandatumengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pegalsantuan.

Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakamatdan legitimasi
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerahnggghiformat hukum
sangat menentukan nuansa dan dialektika otononralagng ditetapkan
pemerintah pusat. Hukum tidak dapat dilepaskankadnijakan pemerintahan
daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arghariunegara dalam
membagi kewenangan antar tingkatan pemerintahan.

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu ksgditas muncul
berdasarkan prinsip bahwa wewenang pemerintahaasdledari peraturan
perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangamy ymarsumber dari
peraturan perundang-undangan tersebut diperolelalundgiga cara yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinkain sebagai
berikut :

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah glembuat

undang-undang kepada organ pemerintah.

! |bid, him. 74.



b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintalraeada organ

pemerintah kepada organ pemerintah lainnya.

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan menizinkawenangan

dijalankan oleh organ lain atas namaftya.

Sedangkan pemahaman dari pemerintahan dapat dipateedui dua
pengertian, pertama, pemerintahan dalam artian sfurgemerintahan
(kegiatan memerintah). Fungsi dari pemerintah daptgntukan sedikit
banyaknya dengan menempatkannya dalam hubunganardefungsi
perundang-undangan dan peradilan. Pemerintaham diagpauskamegative
sebagai segala macam kegiatan penguasa yang igakalsebutkan sebagai
suatu kegiatan perundang-undangan atau peradietug pemerintah dalam
artian organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesekesatuan
pemerintahan), yang terdiri dari pribadi dan deweawan yang ditugaskan
untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukuniikp(tiadan-badan
pemerintahan). Maka suatu badan hanya memiliki wewg jika dia
diberikan suatu wewenang yang secara jelas disahkanrut hukum publik.
Serta badan-badan hukum perdata yang sesuai deésshdtan hukum telah
didirikan dan oleh karena itu harus dianggap seb@gaasuk dalam pihak
pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukoimmiempunyai
wewenang untuk atas nama negara melaksanakan dmdaklakan hukum
menurut hukum sipil. Selanjutnya yang dikategorikaalam pihak

pemerintahan adalah para pegawai negeri yang thtaigkat oleh negara

%2 |bid, him. 85.



secara resmi dan para pekerja kontrak yang denipak pemerintah telah
menandatangani kontrak kerja. Badan-badan pemieainfgawatan-jaawatan
pemerintahan dan para pegawai negeri sipil memgeroédudukan utama
pada berbagai tingkatan dalam lingkungan suatu raeda@&bangsaan.
Kebanyakan negara mengenal di samping pemerintibnad, adanya suatu
yang bertingkat daerah atau propinsi dan suatu petalean lokal atau
kotapraja’’

Seiring dengan perkembangan Kkenegaraan dan peatennt
memunculkan kewajiban pemerintah untuk mewujudlesejahteraan umum
bagi para warganya dengan cara terlibat aktif dddahdupan ekonomi dan
sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujukiésejahteraan umuth.

Otonomi daerah di Indonesia menggunakan prinsi;ma@ko seluas-
luasnya yang artinya daerah diberikan wewenang oreegdan mengatur
semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah menkiilvenangan
membuat kebijakan daerah untuk memeberi pelayagoamngkatan peran
serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yarngjuhe pada
peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengansigpr tersebut
dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dartabggung jawab.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwakumenangani urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wegedan kewajiban
yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk utumhbidup dan

berkembang sesuai dengan potensi daerah. Dengankiatemdapat

2 Ibid, him. 10.
** Ibid, him. 14.



disimpulkan bahwa isi maupun jenis otonomi yangldapat pada masing-
masing daerah tidak selalu sama dengan daerahydainkdapun yang
dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawabaldalonomi yang
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sdjalagan tujuan dan
maksud pemberian otonomi.

Sementara itu, Wimpy (2002) menyatakan beberapgdrmg berkaitan
dengan otonomi daerah. Prinsip dasar otonomi daaddlah adanya
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat deshd@ower sharing
dan pembagian keuangan dan pendapgaiaficial and revenue sharing
Otonomi daerah juga merupakan pengembangan demokesingkatan
peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, ked@lmasntuk mengatur
rumah tangga daerah, mendorong kreativitas masataddn daerah dalam
koridor Negara Kesatuan Republik Indonésia.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin dsiser
hubungan antara daerah yang satu dengan lainnyayyaar mampu
membangun kerjasama antara daerah untuk meningkdtkaejahteraan
bersama dan mencegah ketimpangan antar daeralorfdtdaerah juga harus
mampu menjamin hubungan yang serasi antar daenagpadepemerintah,
artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutwhi@yah negara.
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalanaseiguan yang hendak
dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan ybagupa pemberian

pedoman seperti dalam penelitian, pengembanganengemaan, dan

» Wimpy S Tjetjep,.Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah. Jakarta: Yayasan
Media Bhakti Tambang, 2002, HIm. 261.



pengawasan, di samping itu diberikan pula standeshan, bimbingan,
pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi,g#auan, dan evaluasi.
Kepala Daerah mempunyai dua fungsi. Pertama, selegpgala

Daerah Otonom. Kedua, sebagai pimpinan yang memygéegakan urusan

pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintalat Pdis Daerah.

Sebagai Kepala Daerah otonom disebut Kepala Da&wlbagai pimpinan

penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah didapatia wilayah®

Dalam kedudukan sebagai unsur pemerintah daeralj yaalaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan, kepala daerah mekgalatugas dan

wewenang?’

a. Memimpin penyelenggaran dan bertanggungjawabensémpya atas
jalannya pemerintahan daerah baik dalam bidangoatomaupun tugas
pembantuan.

b. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan.

c. Menetapkan Peraturan Daerah.

d. Menetapkan Keputusan lain dengan atau tanpatpgran DPRD

e. Menyelenggarakan kepengurusan, pertanggungjawdéa pengawasan
keuangan daerah.

Sedangkan sebagai kepala wilayah, menjalankan tlagag/ewenang :

a. Membimbing dan mengawasi DPRD.

?® Philipus M. Hadjon, et.al.Pengantar...op.cit Gajah Mada University Press, Cet.
kedua, 1993, him. 115
#" Ibid, him. 115-116



. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahrsgsuai dengan
kebijakan ketentraman dan ketertiban yang ditetajpkah Pemerintah.
. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidamdpinaan ideology
negara dan politik dalam negeri serta pembinaaatkas bangsa.
. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kagimstansi vertikal dan
antara instansi vertikal dan dinas daerah, baiirdglerencanaan maupun
pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil gamg sebesar-
besarnya.
. Mengusahakan secara terus-menerus agar segalarge perundang-
undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh ngidtsstansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabdigbejang ditugaskan
untuk itu serta mengambil kelancaran penyelengggvaenerintahan.
. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yangadea@u berdasarkan
peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.
. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yargtédaasuk dalam tugas
sesuatu instansi lainnya, missal penyelenggaratarasipil, pendaftaran
penduduk.

DPRD mempunyai wewenang, tugas dan kewajitfan :
. Bersama-sama Kepala Daerah membuat PeraturaahDae
. Memberikan persetujuan atas Keputusan Kepalaaba# bidang-bidang
tertentu, misalnya Keputusan mengadakan utangfguta

. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja ID&&PBD).

%% |bid, him. 116.



C. Tinjauan Mengenai Peraturan Daerah
Dalam melaksanakan otonomi daerah diperlukan parajoerundang-
undangan yang menunjang kewenangan pemerintah hdaei@am
menjalankan fungsi dan tugasnya. Peraturan Daeefupakan instrumen
hukum dalam Pemerintahan Daerah.

Istilah Peraturan Daerah berasal dari dua katau y&teraturan” dan
“Daerah”. Peraturan berasal dari kata “atur” yaegalti cara atau petunjuk
sebagai patokan agar diturut dan dilaksanakan, dégat juga diartikan
sebagai hasil perbuatan mengatur. Jadi peratuzat daartikan tatanan atau
cara-cara yang dipakai dan diterapkan untuk mengasuatu. Sedangkan
kata “daerah” berarti lingkungan suatu pemerintahkekuasaan atau
wilayah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah diantigabagai tatatanan atau
cara-cara yang dibentuk oleh pemerintah suatu allayntuk mengatur dan
melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayahliatse

Berdasarkan penjelasan pasal 69 UU Nomor 22 taB98,1Peraturan
Daerah tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dadaahidak ditanda tangani
oleh DPRD karena DPRD bukan merupakan begian @snieFntah Daerah.
Sedangkan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 wrie@merintahan
Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibelatPRD bersama-
sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapatadbel@ai DPRD maupun
Pemerintah Daearah. Khususnya Peraturan DaerahantentAPBD
rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yalalp mencakup

keuangan DPRD. Peraturan Daerah dan ketentuan hdda&ranya yang



bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkadalam lembaran

daerah, Peraturan Daerah tertentu yang mengatak mhgerah, retribusi

daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, kheniea setelah melalui
tahapan evaluasi oleh pemerintah, hal itu ditemgehgan pertimbangan
antara lain untuk melindungi kepentingan umum, re&raskan dan
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangagq Igdih tinggi

dan/atau Peraturan Daerah lainnya, terutama PeanatDaerah mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyeleaggaotonomi
daerah baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kd&m juga tugas
pembantuan. Isi dari pada Peraturan Daerah tidehhbaertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-gadaryang lebih
tinggi, sedangkan mengenai berlakunya PeraturanraDaapabila telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah. Supaya secansalfdoerbentuk
Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah terselug hmmenuhi 3 (tiga)
syarat :

1. Tata cara pembentukannya harus memenuhi tata gang telah
ditentukan sejak mempersiapkan Rancangan Peratubaerah,
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD pgenanda
tanganan Peraturan Daerah.

2. Dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ghara

3. Diundangkan sebagaimana mestinya dalam hahimyaPeraturan Daerah

yang bersifat mengatur.



Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, ar@&raturan Daerah
itu telah mempunyai kekuatan hukum dan kekuatangikaty kemudian
apabila telah ditetapkan mulai berlakunya, makatlean Daerah tersebut
mempunyai kekuatan berlaku, dengan demikian makatitan Daerah
tersebut telah berfungsi sebagai sumber hukumdalarm tempat
ditemukannya hukum positif.

Adapun dasar menjadikan Peraturan Daerah yangildrasmenjadi
formal dan berlaku sebagai hukum positif adafah :

1. Peraturan Tata Tertib DPRD yang bersangkutamsudnya mengenai tata
cara pembentukannya.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahu@3l&ntang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peralihiém,nyangenai bentuk
formal Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Ramali

3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahandbgeasal 136 ayat (5)
yang menentukan bahwa Perturan Daerah berlakuaketilindangkan
dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah merupakan naskah dinas yang hékbeeraturan
perundang-undangan, yang mengatur urusan otonommaliladan tugas
pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan, baglaksanakan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menetapkan sesuatu

organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah géatapkan oleh Kepala

» Soehino,Hukum Tata Negara : Pemerintah Daerah Berdasarkamang-Undang
Nomor 22 Tahun 199BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, B0.
** Ibid, him. 51.



Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakgarab® Dalam
melaksanaan Peraturan Daerah, pemerintah wajibkokala pengawasan
terhadap masyarakat, yang diatur sesuai dengatupmralaerah yang dibuat
tersebut

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Kepala Dametetapkan
Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daea iginya tidak
bertantangan dengan kepentingan umum, Peraturaratbakn peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, setelah élkrearis Daerah akan
mengundangkan Peraturan Daerah dalam Lembaran tDamdangkan
peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Beritaerdba Untuk
pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh Kepakrah dengan
dibantu oleh suatu lembaga teknis yaitu Satuarsifééimong Praja.

Pada umumnya suatu peraturan daerah selalu dibatengan adanya
suatu izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerahnsgéat. Menurut Dr. E.
Utrecht, SH, pengertian izin adalah bilamana perperaturan pada
umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi hmagiga
memperkenankannya asalkan saja diadakan secarady@mgukan untuk
masing-masing hal kongkrit, maka perbuatan admasstnegara yang
memperbolehkan perbuatan tersebut bersifat suattfiz

Izin adalah instrumen yang paling banyak digunalatam hukum

administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagaina yuridis untuk

*'http://bkd.dumaikota.go.id/tata-naskah-dinas/1 7@&pean-daerah.htmi?lan@ 1
desember 2011, 00:30 WIB.

* E. Utrecht,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonedfaistaka Tinta Mas,
Surabaya, 1986, him. 187




mengemudikan tingkah laku para warga masyarakat dzlalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undémg Peraturan
Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpdarg ketentuan-
ketentuan larangan perundandarizin digunakan oleh penguasa sebagai
instrumen mempengaruhi (hubungan dengan) para veg@amau mengikuti
cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuakritoAspek yuridis dari
sistem perizinan dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Larangan
Adalah wewenang dari suatu organ pemerintah untuk
menyimpang dari larangan tersebut agar dapat meizibheyang mana
harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undarigamerintah
hanya memeiliki wewenang dengan tegas diberikamdapya dalam

Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lainnyan@gdn dengan

adanya keharusan untuk memperoleh jaminan-jameréentu terhadap

penguasa, maka tindakan-tidakan penguasa dilirdd pturan-aturan
yang jelas.

Norma larangan yang diuraikan menunjukkan tinglkédu yang pada
umumnya tidak diperbolehkan. Pelanggaran normabiasanya dikaitkan
dengan sanksi-sanksi hukum administrasi dan hukdamp.

b.  Persetujuan (Izin)
Izin merupakan keputusan tata usaha negara (KeputligN)

sedangkan persetujuan (Izin) adalah wewenang ydamgyilchn oleh

** Ibid, him. 6



suatu organ pemerintah untuk menggantikan larang@mgan
persetujuan dalam bentuk tertentu. Keputusan TUdrikan atas dasar
wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan. Merakibiat
hukumnya, izin adalah keputusan tata usaha negarg menciptakan
hukum. Ini berarti bahwa izin membentuk hubungakuhnu tertentu di
mana di dalamnya organ pemerintah menciptakan akkdzin) dan
kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.
c.  Ketentuan-ketentuan

Adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi opgamerintah
dalam member izin. Kenyataanya bahwa dalam banghkplerizinan
dikaitkan dengan syarat-syarat dan hubungan eraasefungsi sistem
perizinan sebagai salah satu instrumen pengaratgdépedalian) dari

penguasa.

D. Tinjauan mengenai Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujadtaginan-
keinginan hukum menjadi kenyatafrDalam menegakkan hukum, ada tiga
hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian huklkemanfaatan dan
keadilan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo mergatabahwa penegakan

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan @l&dddilan, kepastian

** Satjipto RaharjoPenegakan...op.¢iSinar Baru, Bandung, 1988, him. 24.



hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataarsePrperwujudan ide-
ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakaumu Penegakan hukum
harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, &kdmekum diciptakan
semata-mata untuk kepetingan masyarakat.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masytadan untuk
itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadiasysang mutlak.
Penegakan hukum dapat dilakukan secara preveatif, lpahwa pengawasan
aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peratiawgpa kejadian langsung
yang menyangkut peristiwa yang menimbulkan sanghksdiwa peraturan
hukum telah dilangga?.

Ada suatu pendapat yang keliru, yang menyebar diaberbagai
kalangan, yaitu penegakan hukum hanyalah melalsgsr di pengadilan.
Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalan berbagai
sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksaméd dan sanksi perdata.

1. Pengawasan

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macamapeasgn
dalam hukum administrasi negara yaitu bahwa ditijari segi kedudukan
dari badan atau organ yang melaksanakan kontrdleiftadap badan atau
organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antaras j&ontrol intern dan
kontrol ekstern Kontrol intern berarti bahwa pengawasan dilakukan oleh
badan yang secara organisatoir atau struktural mésimasuk dalam

lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan korgksternadalah pengawasan

** Soerjono Sokantd@enegakan HukunBina Cipta, Jakarta, 1974, him. 78.



yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga gacgra organisatoir
atau struktural berada di luar pemerintahan. RQitinjdari segi waktu
dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibeda&kam dua jenis yaitu :
kontrol a-priori adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelu
dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemeritdahtrol a-posteriori
adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanalardale dikeluarkannya
keputusan atau ketetapan pemerintah. Selain ittrddogapat pula ditinjau
dari segi obyek yang diawasi yang terdiri dari kohtdari segi hukum
(rechtmatigheiyi yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau
pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segilitagh yaitu segi
rechtmatigheid dari perbuatan pemerintah, dan kontrol dari segi
kemanfaaatan dpelmatigheiyl dimaksudakan untuk menilai benar atau
tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi ataurtinpeangan
kemanfaatannya. Sesudah mengadakan pembagian [Eeagawersebut,
lebih lanjut Paulus E. Lotulung mengatakan bahwatrob yang dilakukan
oleh peradilan dalam hukum administrasi mempunyacici :
1. Ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan &embaga di luar
pemerintah;
2.  A-poteriori, karena selalu dilakukan sesudajadémya perbuatan yang
dikontrol;

3. Kontrol segi hukum, karena hanya menilai dagi sekumnya saj&°

*® Paulus E. LotulungBeberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap

Pemerintah Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. 15-18.



Dalam penegakan hukum, penyidikan dan pelaksanaamksis
administratif atau sanksi pidana merupakan bagidnr edari penegakan
hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah peddgareventif, yaitu
pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasantip ini ditujukan
kepada pemberian penerangan dan saran serta uggjpkinkan seseorang
dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelergga tahap pemenuhan
ketentuan peraturafi.

Pengertian pengawasan menurut Drs. M. Manullangahdauatu
proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dilakaanmenilainya, dan
mengoreksi. Bila perlu, dengan maksud supaya peaes pekerjaan sesuai
dengan rencana semfa.

Sedangkan definisi pengawasan yang diberikan olehSujatmo
sebagai berikut :

“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan metgetahui atau

menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksdngas/kegiatan,
apakah sesuai dengan semestinya atau titlak.”

DR, SP. Siagian, MPA memberikan definisi pengawasarg menitik
beratkan tindakan pengawasan ini pada suatu pye@ses sedang berjalan

atau dilaksanakan. Pengawasan tidak ditepatkan qzata kegiatan, justru

* Siti Sundari RankutiHukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam
Proses Pembangunan Hukum Nasigmaha Cipta, Bandung, him. 191.

** M. Manulang,Dasar-Dasar ManajemerGhalia Indonesia, Jakarta, 1981, him. 173.
** Sujatmg Aspek-Aspek Pengawasan IndongSiaar Grafika, 1994, him. 19.



pengawasan akan akan menilai dan memberi warnadiephhasil yang akan

dicapai oleh kegiatan yang dilaksakan tersébut.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwakiadanya tindakan
pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki olehrajppengawas.

b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat jpeleguadap
pelaksanaan suatu tugas yang diawasi.

c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap gwases kegiatan
yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yarangeticapai dari
kegiatan tersebut.

d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnyauasiabkhir
terhadap kegiatan yang serta dilaksanakan sertapeakan hasil yang
sedang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya

e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan ditarudiengan tindak
lanjut baik secara administratif maupun secaradysitt
Sejalan dengan tujuan dan pengertian pengawasaseitdiri maka

diperlukan adanya cara pengawasan. Dalam hal nggveasan ada dua jenis,

antara lain :
1. Pengawasan Intern.

2. Pengawasan Ekstern.

* lrawan Sujatmo,Beberapa Pengertian di Bidang Pengawas&halia Indonesia,
Jakarta, 1986, him. 17.

“Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Retabr dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonediderty, Yogyakarta, 1996, him. 37-38.



Fungsi pengawasan adalah sangat penting, karergaywasan suatu
usaha untuk menjamin adanya keserasian antara lpeggaraan tugas
pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyedgagg pemerintah
secara berdaya guna dan hasil gtfha.

Tindakan administratif, kepidanaan dan keperdatsebagai suatu
pengawasan dan ancaman dapat diuraikan secarayiiai:**

a. Tindakan Administratif dapat berupa :

1. Penutupan usaha

2. Pencabutan izin

3. Membayar dwangsom

4. Membayar uang denda
b. Tindakan Pidana (proses pidana)

1. Penjara

2. Denda

3. Penutupan perusahaan atau tempat usaha

4. Perampasan keuntungan yang diperoleh
c. Tindakan Perdata (proses perdata)

1. Pemulihan ke keadaan semula

2. Membayar ganti rugi

Menurut Andi Hamzah, bahwa penegakan hukum yangndddahasa

Inggris adalaHaw enforcrmentdan dalam Bahasa Belanda disebut dengan

*SoehinoPerkembangan Pemerintah di Daerafiherty, Yogyakarta, 1983, him. 47.

* P. Joko Subagydiukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulanganmminneka
Cipta, Jakarta, 1996, him. 81.



rechthandhavingnaka istilah penegakan hukum ini dalam Bahasanesia
membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan huklatu ¢erjadi dengan
force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakamtsgfalu hanya
bersangkutan dengan hukum pidana saja, pemikiramlifperkuat dengan
kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu adall$i,gaksa, dan hakim.
Di sini tidak disebutkan pejabat administrasi naggang sebenarnya juga
menegakkan hukum. Apabila istilah asing tersebusaloi menjadi
penanganan hukum, tentu konteks atau judul ini &aih luas.

Handhaving menurut Notiti Handhaving Milieu Rechsebagaimana
yang dikutip oleh Andi Hamzah adalah “pengawasam jp@nerapan (atau
dengan ancaman) penggunaan instrumen admistragipid&naan atau
keperdataan dapat mencapai suatu penataan ketdmiyem dan perturan
yang berlaku umum dan individual.” Pengawaseon{role berarti bahwa
pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberiastyvan yang sejajar
dengan penyidikan dalam hukum pidana. Sebelum kiautya penegakan
hukum, maka sering pula diadakan negosiasi, persdas supervisi agar
peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaatibiasa disebutompliance
(pemenuhan). Jadi dalam hal ildyw enforcemenberarti penegakan hukum
secara represif, sedangkemmpliancedalam arti preventif adalah terjadinya
pelanggaran hukum lingkungan. Fakev enforcementdan compliance
termasuk ke dalanfase handhavingdi mana sebelum tindakan represif
dilakukan, maka tindakan preventif terlebih dahdilakukan, seperti :

penerangan dan nasehat. Sedangkan penyidikan da@rapan sanksi



administratif dan pidana merupakan bagian /faseutp@ndari penegakan
hukum pandshaviny**

Menurut Baharuddin Lopa bahwa dalam penegakkan ilkeadtau
penegakan hukum diperlukan tiga komponen, ydftu :

1. Diperlukan adanya aturan hukum yang sesuai dengspiraai
masyarakat.

2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dandmgal tangguh
atau memiliki integritas moral yang teruiji.

3. Adanya kesadaran hukum mayarakat yang memungkinkan
dilaksanakannya penegakan hukum.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakanrhukrletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yangabarkan dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejaawantah dan sikdgktsebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, meldara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hfgup.

2. Sanksi

Dalam sarana penegakan hukum itu disamping persgawadalah
sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalampspéeaturan perundang-
undangan, bahkan Ten Berge sebagaimana dikutip 8&lelvan HR

menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari pd@egahukum

* Andi Hamzah,Penegakan Hukum LingkungaArikha Media Cipta, Jakarta, 1995,
him. 61-62.

* Baharuddin LopaPermasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di &sign
Bulan Bintang, Jakarta, 1987, him. 3-4.
*® Soerjono Soekanteaktor...op.cit him. 3.



administrasf’ Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan sanksi-s
dari peraturan yang telah ada terhadap pelanggasapun kejahatan yang
terjadi dalam masyarakat.

Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir spgegturan; ircauda
venenun(secara bahasa berarti d ujung terdapat racumyadi ujung suatu
kaidah hukum terdapat sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak aglananya
memasukkan kewajiban-kewajiban dan langkah-langkim larangan-
larangan bagi para warga di dalam peraturan paragoerundang-undangan
tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkian itu tidak dapat
dipaksakan oleh tata usaha ned&i@alah satu instrumen untuk memaksakan
tingkah laku para warga ini adalah sanksi. Dalankuhu administratif
menyebutkan beberapa sanksi administratif, yaitu :

a. Paksaan nyata/paksaan pemerirBastuurdwany

b.  Pengenaan uang paksa oleh pemerim@aafgsom

c. Pengenaan denda administraifininistrative boefe

d. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yanggumeangkan (izin,
pembayaran, dan subsidi).

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakakeméangan
sanksi administratif ini semakin penting artinypalagi di tengah masyarakat

perdagangan dan perindustrian. Menurut Mochtar Kastimadja dan Arief

¥ Ridwan HR Hukum...op. cjthim. 244.
*®*Philipus M. Hadjon, et.alPengantar...op.cjthim. 240.



Sidarta’® di dalam kehidupan masyarakat masa kini, di magala bentuk
usaha besar dan kecil bertambah memainkan peramgnpenting di dalam
kehidupan masyarakat, sanksi administratif semakemainkan peranan
yang penting. Samksi administratif yang dapat berbde penolakan
pemberian izin setelah dikeluarkan izin sementpraventij atau mencabut
izin yang telah diberikarrépresi), jauh lebih efektif memaksa orang menaati
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dalustry dan
perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sasesksi pidana. Itulah
sebabnya mengapa di bidang pengaturan perusahdastrin dan juga di
bidang perlindungan dan pelestarian lingkunganksasanksi administratif
lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana.

Ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam hukdministrasi
negara, namun sanksi yang relevan dengan PKL apakdaan pemerintah,
pencabutan izin dan pengenaan uang paksa atau.denda
2.1 Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)

Stroink dan Steenbek mengatakan sebagai berikut :

“Een zeer belangrijke bevoegdheid die het bestaaordienste staat om

het materiele administratieve recht te handhavendés politie-of

bestuurdwang. Bestuursorganen hebben de bevogdimejdzo nodig
met geweld, de naleving van bepaalde wettelijkesabwiften door of
ten laste van de burger feitelijk te realisererfRewenangan paling
penting yang dapat dijalankan oleh pemerintahamkuntenegakkan
hukum administrasi materiil adalah paksaan penarart. Organ
pemerintahan memiliki wewenang untuk merealisasigacara nyata

kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, tephgmaturan
perundang-undangan tertentu atau kewajiban tejtghtu

*®Mochtar Kusumaatmadija dan Arief Sidarta, Pengaftar Hukum, Bandung, Alumni,
2000, him. 47.
*® Ridwan HR,Hukum...op. cjthim. 321



Kewenangan paksaan pemerintahbes{uursdwangbevoeghgidapat
diuraikan dengan sebagai kewenangan organ penterimtuk melakukan
tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentarggmgan norma hukum
administrasi negara karena kewajiban yang muncul mama itu tidak
dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintahpai@nggaran norma hukum
yang dilakukan warga negataPaksaan pemerintahan dapat dilihat sebagai
suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsurgksdinakan tanpa
perantaraan hakimpérate executiJe dan biaya yang berkenaan dengan
pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsymat dibebankan
kepada pihak pelanggar.

Kewenangan pemerintah untuk menggunakdmestuursdwang
merupakann kewenangan yang bersifat belbdgljevoegheily dalam arti
pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkakah menggunakan
bestuurdwangtau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnghelbasan
pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan ipéahan ini dibatasi
oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak, isepestkecermatan, asas,
keseimbangan, asas kepastian hukum dan sebagBinyamping itu, ketika
pemerintah menghadapi kasus pelanggaran kaidah mhu&dministrasi
negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinamepntah harus
menggunakan asas keadilan, asas kecermatan, asukegsastian hukum
dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggamaituizubstansial atau

tidak. Terhadap pelanggaran yang bersifat mendamanerintah Daerah

> Ibid, him. 321-322
>2 |bid, him.321-322



dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahasinyasisada Pedagang
Kaki Lima yang beroperasi di daerah yang oleh Penadr Daerah

dinyatakan terlarang. Adapun untuk pelanggaran yalags begitu mendasar,
Pemerintah Daerah dapat melegitimasi (sering diseémutihan), misalnya
ada Pedagang Kaki Lima tanpa memiliki izin beropedd wilayah yang

telah ditentukan. Dalam hal ini Pemerintah Daerabatl memerintahkan
Pedagang Kaki Lima tersebut untuk segera mengaims i

Berdasarkan kaidah hukum administrasi, setiap pealaan
bestuursdwangwajib didahului dengan surat peringatan tertulisngya
dituangkan dalam bentuk ketetapabegchiking atau KTUN. Surat
peringatan ini harus memuat dasar kewenangan paksaaerintahan organ
pemerintahan yang menajalankannya, menyebutkan |-pasal  yang
dilanggar, menyebutkan bentuk pelangggaran, sueahgatan itu harus
diberikan secara langsung pada pelanggar dan sepagderhadap surat
peringatan yang dituangkan dalam bentuk keputusaelut, seseorang atau
badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan lgadiam Tata Usaha
Negara (PTUN) bila menduga surat peringatan itugaedung cacat hukum.
2.2 Pencabutan KTUN (izin)

Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi dalawkljancabutan
atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutandilakukan
dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yan@isieyarik kembali dan
atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yasmgahulu. Penarikan

kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meké&d hak-hak yang



terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintaBanksi ini termasuk
sanksi berlaku ke belakange@ressieve sanctigs yaitu sanksi yang
mengembalikan pada situasi sebelum ketetapantittatf® Dengan kata lain,
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setdkibitnya ketetapan
tersebut, menjadi hapus atau tidak ada sebagaimmehalum terbitnya
ketetapan itu, dan sanksi itu dilakukan sebagaisigdarhadap tindakan yang
bertentangan dengan hukunonfechtmatig gedrag™*® Sanksi penarikan
kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam Iexjadi
pelanggaran teehadap peraturan atau syarat-syaray gfilekatkan pada
penetapan tertulis yang telah diberikan, juga derelanggaran Undang-
Undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang slepelanggar>®
Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkarerupakan sanksi yang
situasif. la dikeluarkan bukan dengan maksud sebagmksi terhadap
perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkanaksudkan untuk
mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyekéik tithpat dibenarkan
lagi. >®

Ketika Pemerintah Daerah melakukan penarikan KTUIlEngy
menguntungka dengan cara menerbitkan KTUN baru iygnga menghapus

atau meniadakan KTUN sebelumnya, seseorang ataanldadkkum perdata

>3 Ibid, him.327
** Ibid, him.327

> Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Teaha

Negarg cet. Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapa8, hb8. 242
*® Ibid, him. 243



dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila mendulgasb&TUN baru
tersebut mengandung cacat hukum.
2.3 Uang Paksa atau Denda

Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksadataia ini dapat
dikenakan kepada seseorang atau warga negara igmkgntematuhi atau
melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemeriR@mgenaan uang paksa
ini dapat digunakan sebagai alternatif dari tinaiggaksaan pemerintah.

Berbagai jenis sanksi yang dapat diterapkan olehepatah daerah
seperti disebutkan di atas semuanya harus dicaatundialam Peraturan
Daerah. Kepala Daerah dapat mengeluarkan kepukegzada daerah yang
isinya mengatur lebih lanjut atas merinci prosedan tata cara penerapan
sanksi. Pemerintah Daerah tidak dapat menerapkdsisapabila ketentuan
tentang sanksi tersebut tidak ada dalam PeratussraD dan Keputusan

Kepala Daerah.

Faktor-Faktor yang M empengar uhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakauruterletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yangabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dap dikdak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk neakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsgj mempunyai
dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasarg yahih lanjut, sehingga

akan tampak lebih kongkrit.



Dalam Bahasa Indonesia dikenal beberapa istilaluali penegakan
hukum tersebut, seperti “penerapan hukuntetapi tampaknya istilah
penegakan hukum adalah yang paling sering digund&ardengan demikian
pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akanak& mapan atau
merupakan istilah yang dijadikarrojned. Dalam bahasa asing kita juga
mengenal berbagai peristilahan, sepergchtstoepassingechthandhaving
(Belanda)Jaw enforcementapplication (Amerika)>’

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terggdibila ada
ketidakserasian antara keterikatan dengan kebebaSth karena itu
dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukaeatata-mata berarti
pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalanateamydi Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pesgéidw enforcemerit
begitu popular. Selain dari itu, maka ada kecenugn yang kuat untuk
mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaamukap-keputusan
hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat waag sempit tersebut
mempunyai kelemahan, apabila pelaksanaan daripadmgang-undangan
atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahaggaeggu kedamaian di
dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di depatlah ditarik
suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokogadar pebegakan
hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yangungkin

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunydi yang netral,

>’ B.R. Rijkschroeff,Sosiologi, Hukum dan Sosiologi HukuMandar Maju, Bandung,
2001, him. 247



sehingga dampak positif atau negatifnya terletadtapsisi pada sisi faktor-
faktor tersebut® Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :
1.  Faktor hukumnya sendiri/substansial

Dalam hal ini bahwa gangguan terhadap penegakamnhufang

berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkannkare

a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undangduogd

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanbatultkan
untuk menerapkan Undang-Undang.

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undangkihg yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiranta s
penerapannya.

2.  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang bmamuk, maupun
yang menerapkan hukum.

3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukungga@n hukum.

4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukarsebut berlaku
dan diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karydaaan dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergawdap.hi

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan gdeneratnya, oleh

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, jsgatanerupakan tolok

ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

F. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

*® Soerjono Soekant&aktor...op.cit him. 3-5



Istilah pamong praja berasal dari dua kata yaianieng” dan “Praja”.
Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh ataudienSedangkan praja
memiliki arti kota, negeri atau kerajaan, sehingggara harfiah pamong
praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Odebnla pamong praja yang
diartikan sebagai pengurus kota ini mempunyai tugasy luas, maka di
dalam pamong praja itu kemudian dibagi menjadi ssasatuan yang
memiliki bidang tugas sendiri-sendiri, salah saturgdalah satuan yang
khusus mengenai masalah ketentraman dan ketertif@syarakat serta
menegakkan peraturan-peraturan yang telah dibesiakk Pemerintah Kota,
satuan tersebut kemudian dikenal dengan nama SRalisnhPamong Praja.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perabribaerah
pasal 148 menyebutkan bahwa untuk membantu Kepalerab dalam
menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraaridat umum dan
ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi PgnRmja. Sehingga
berdasarkan kedua pasal tersebut dapat ditarikmpetan bahwa Satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai pengertian sebagangkat pemerintah
Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dndpiketentraman dan
ketertiban umum serta penagakan Peraturan Daerah.

Perihal Polisi Pamong Praja ini oleh Pemerintahak®trakarta telah
diatur dalam Peraturan Daerah yaitu Peraturan Dd¢ota Surakarta Nomor
6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Taja Rerangkat Daerah

Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah tdrs&atuan Polisi



Pamong Praja merupakan bagian dari lembaga tekeigkl yang merupakan
salah satu dari perangkat daerah.

Menurut Peraturan Daera Kota Surakarta Nomor 6 T&001, Satuan
Polisi Pamong Praja secara tersirat memiliki pergeisebagai suatu satuan
yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan peatean di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakaatuPer Daerah.
Pengertian ini dapat kita simpulkan dari apa yargantum dalam pasal 30
ayat (1) disebutkan bahwa Kantor Satuan Polisi Paniyaja sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketentranaankdtertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah, dipimpin olelarsgdepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggwap kepada
Walikota, melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan pmadd (2) disebutkan
bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyagast
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangtkatean dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah.

Pengertian Polisi Pamomg Praja juga dapat ditemukiaam
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 200ttatey Pedoman
Uraian Tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Koiia@akarta, di dalam
keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Paliepg Praja adalah suatu
satuan yang bertugas melaksanakan urusan pemanntierah di bidang
pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, nnakgtserta penegakan

Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.



Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat plidan bahwa
Polisi Pamong Praja adalah satuan yang termasukmdimbaga teknis
daerah yang berbentuk kantor dan termasuk dalatelganpengawasan.

. Tinjauan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acadara dan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisiagara Republik
Indonesia yang menjelaskan “Penyidik Pegawai Negigil adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan tpena perundang-
undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai evemg untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkuplanmg-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik PegawaerNe&ipil
(PPNS) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 nmf&@08 tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah Pejabat wRegaNegeri Sipll
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah vyalitgeri wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikerhadap pelanggaran
Peraturan Daerah. Wewenang dari Penyidik PegawgeiN8ipil antara lain :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneligriagigan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaratuRer Daerah.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangangaeai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang khlaksehubungan

dengan tindak pidana yang dilakukan.



. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oraigpgr atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan meimgak pidana
yang dilakukan.

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokesio&kumen lain
berkenaan tindak pidana yang dilakukan.

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan blabhkin buku-buku,
catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berketimalak pidana
yang dilakukan, serta melakukan penyitaan tapa bahan bukti
tersebut.

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka perda@atugas penyidikan.

. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tgpelagenal diri
tersangka.

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tipdiskha atas pelanggaran

Peraturan Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya digeriksa sebagai

tersangka atau saksi.

|. Penghentian penyidikan.

. Melakukan tindakan lain yang perlu untulelancaran penyidikan
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daeraliratehukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawegeri Sipil

kemudian diteruskan hasil penyidikannya kepada mebhWJmum melalui



Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesésuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum A&ddana yang berlaku.

. Tinjauan mengenai Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilatuk menyebut
penjaja dagangan yang menggunakan gerolsdikah itu sering ditafsirkan
demikian karena jumlah_kakpedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut
adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" g@tofyang sebenarnya
adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). fBaastilah PKL juga
digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa gp@man kolonial
Belanda Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan baetap jalan
raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarank pefjalanan kaki.
Lebar ruas untuk pejalan adalah lima katidu sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesiahsomadeka, ruas jalan
untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh patagang untuk berjualan.
Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalanasgkarenjadi pedagang
kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, selmgaisnamanya adalah
pedagang lima kaki.

Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasatahkarena

menggangu para pengendara kendaraan bermotorn $elaida PKL yang



menggunakan sungai dan saluran air terdekat untrkbuang sampah dan
air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih mersisagai yang ada dengan
mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tet&L kerap
menyediakan makanan atau barang lain dengan hanga Igbih, bahkan
sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dagabyang dibutuhkan
kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yangakemeémulai bisnis
dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekofemah yang biasanya
mendirikan bisnisnya disekitar rumah meréka.

Pengertian Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dalaratéran
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bedalaki Lima
adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usajanglalan jasa non
formal dalam 6 jangka waktu tertentu dengan megy®kan lahan fasilitas
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah seliaggat usahanya,
baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapag yaudah
dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang. Sarana ptasarana usaha
Pedagang Kaki Lima adalah alat atau perlengkapag ggergunakan oleh
Pedagang Kaki Lima untuk menaruh barang yang digemigkan yang
mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalngmbgk dengan
dilengkapi roda. Lokasi Pedagang Kaki Lima adalampat untuk
menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yditejapkan dan dikuasai

oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas Umum adalah |alamgunan dan

>% http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki lim30 Maret 2012, 14.11 WIB.




peralatan atau perlengkapan yang disediakan olgteftgah Daerah untuk
dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor ka@giekonomi yang
mampu menyerap tenaga kerja dam meningkatkan pataamasyarakat
perlu ditata, dibina dan dikembangkan lebih efisagar para Pedagang Kaki
Lima semakin sejahtera dan secara optimal dapatber@an hasil guna dan
daya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan da€oédn Surakarta.
Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima sedikit banyak djpermi oleh
pertumbuhan pusat-pusat keramaian sehingga temp@iat umum yang
telah mempunyai fungsi tersendiri menjadi tempaahasPedagang Kaki
Lima akibatnya ketertiban, kerapian, kebersihan,indahan, serta
keamanannya tidak terjaga. Oleh karena itu PenaéririDaerah harus
memperhatikan keberadaan Pedagan Kaki Lima deng#akukan penataan
dan pembinaan termasuk perlindungan yang layakngghi mereka dapat
mengembangkan usahanya dengan memiliki tempat usal@ lebih baik
dan tidak menjadi salah satu sumber timbulnya psatahan sosial termasuk
ketertiban masyarakat.

Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatainanya harus
bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersk&ngahan dan keamanan
di sekitar tempat usaha. Untuk mewujudkan hal bers&epala Daerah
menetapkan persyaratan bagi Pedagan Kaki Lima sesyai dengan

kemampuannya.



BAB I11
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2008 DI KOTA SURAKARTA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

1. Perizinan, Larangan dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima
a. Perizinan

Dalam menjalankan usahanya, Pedagang Kaki Lima sharu

mendapatkan 1zin Penggunaan Tempat Usaha dari dtaligang
ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pat@s nama
Walikota Surakarta. Untuk mendapatkan izin terseBetlagang Kaki
Lima mengajukan permohonan tertulis kepada Walikuetalui Kepala
Dinas Pengelolaan Pasar dengan mengisi formulirmukiean
membayar pajak dan retribusi. Izin pengguna tempsdha bagi
Pedagang Kaki Lima berlaku selama 12 bulan, danterisebut tidak
boleh dipindahkan tengankan dengan cara apapund&epapapun

tanpa persetujuan dari kepala daerah. PedagangLifaki yang telah



memiliki izin akan diberikan tanda berupa stikengamemuat logo
Pemerintah Kota Surakarta, nomor tanda PedagangLlialk, lokasi,

tanggal, bulan, dan tahun berlaku dan ditempel pdataperlengkapan
usaha yang dapat dilihat. Persyaratan dan tata pmardaftaran serta
pemberian izin ditetapkan dengan mendasarkan padsigp mudah,

cepat, prosedur sederhana, dapat dilaksanakan idga tngan. Izin

usaha Pedagang Kaki Lima dapat dicabut apabiladwabut apabila
PKL melakukan kegiatan yang melanggar yang sudaturdidalam

Perda Nomor 3 tahun 2008, antara lain shelter dipakntuk

memperjualbelikan barang yang dilarang dalam Undamgdang

Republik Indonesia , shelter/kios sebagai tempal jeli dipakai

sebagai tempat tinggal baik itu sementara ataupenmamnen,

shelter/kios dialihkan hak gunanya kepada orang l@ng bukan
pemilik izin resminya, shelter tidak dipergunakantuk jual beli

ataupun tutup total dalam kurun waktu 3 bulan daméintah Kota
akan mempergunakan shelter/kios untuk kepentinggn Pada kasus
di atas Dinas Pengelolaan Pasar berhak membongkesa patau
mencabut izin dari Pedagang Kaki Lima tersebut.

Atas pencabutan izin tersebut tidak diberikan geutdi ataupun
ganti keuntungan, kemudian surat pencabutan iziselet ditanda
tangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar atasm n&alikota.
Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi peraturaan akberikan

satu kali peringatan, peringatan tersebut bisadmeuf tertulis maupun



lisan. Apabila Pedagang Kaki Lima tidak melaksanak&ringatan
dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Kepakeiah berhak
melakukan penyitaan terhadap barang dagangan d&tu yang
digunakan. Dalam hal ini terjadi penyitaan makanattdoerikan tanda
bukti penyitaan dan segala resiko kerusakan alpbayitaan barang
menjadi tanggung jawab Pedagang Kaki Lima yang abgtautan.
Kepala Daerah Kota Surakarta akan memberikan sueanhgatan
pertama sampai ketiga kepada Pedagang Kaki Limg lyarsangkutan
yang bentuk dan tata caranya serta tenggang waktdmtur oleh
Kepala Daerah. Dalam waktu 7 hari setelah suranhgaian ketiga
belum dilaksanakan, Kepala Daerah dapat melakukanyigaan
terhadap barang dagangan atau alat yang digunaken jaga
pencabutan izin usahanya.
b. Larangan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Tempat usaha para Pedagang Kaki Lima harus tekjgtgatiban,
keamanan, ketentraman dan kenersihannya, para &epd&gki Lima
dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilimsinu termasuk
parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar kyajamonumen,
sekolah, taman pahlawan, sekitar bangunan tempatalb sebagai
usaha Pedagang Kaki Lima. Untuk menjalankan kegiata
usahanya/pemegang ljin Penempatan dilar¥hg :

a. Mendirikan banguna permanen/semi permanerkdsidKL.

® peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 28@i@ng Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima



b.  Mempergunakan tempat usaha sebagai tempaatingg

c. Menjual barang dagangan yang dilarang untukryipkelikan
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangarbgéagu.

d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selaimgyaelah
dinyatakan dalam ljin Penempatan.

e. Mengalihkan ljin Penempatan PKL kepada pihak ldalam
bentuk apapun.

Di Kota Surakarta misalnya di Jalan Jenderal Sualirm
Pedagang Kaki Lima dilarang untuk melakukan usamgang. Selain
itu alun-alun dan lapangan juga termasuk tempadrailg untuk
melakukan usaha para Pedagang Kaki Lima namun peal@-acara
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah danpéttak swasta
yang telah mendapat ijin dari Walikota dapat digamasebagai tempat
berjualan Pedagang Kaki Lima dengan ketentuan kapsbielah acara
selesai harus bersih dari Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan terapgiat atau
fasilitas umum bagi Pedagang Kaki Lima tetap methpbangkan
kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamamkabersihan dan
kesehatan serta keindahan.

c. Kewajiban bagi Pedagang Kaki Lima



Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya, menapuny
beberapa kewajiban yang sudah ditetapkan oleh ReaferKota
Surakarta, diantaranya adalgh :

a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertibeamanan dan
kesehatan lingkungan tempat usaha.

b. Menempatkan sarana usaha dan menata baranggdagdengan
tertib dan teratur.

c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai ljin yhmgjikinya.

d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerinixderah
mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usahpa meminta
ganti rugi.

e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKeéterkuan waktu
usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkah o
Walikota.

f.  Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dajianusaha PKL.

g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak mealk@g sarana
dan prasarana di luar jam operasional yang tlahtukan oleh
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2. Penataan, Pembinaan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 ditentut@hwa

Pengaturan Pedagang Kaki Lima yang bersifat pematazeliputi

®! peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 28@i@ng Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima.



perlindungan, pembinaan dan pengembangan. Tujuannyatuk
meningkatkan kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima.

Untuk kepentingan pengaturan dan pengembangan udakam
meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima kepadrah Surakarta
memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyulyadtu dengan
membentuk tim pembina Pedagang Kaki Lima. Tuga$ alaggota Tim
Pembina Pedagang Kaki Lima tersebut adalah sebaghut :

a. Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis skesaltraan

kepada Pedagang Kaki Lima.

b. Memberikan pertimbangan dan sarana lokasi yatgjdk dan

ditetapkan untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepadiatéal

Pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan jugaasertkndalam hal
tata cara penggunaan hak untuk memperoleh perigastuhukum. Pedagang
Kaki Lima dapat membentuk Ikatan Persatuan atawyRéign berdasarkan

jenis usahanya atau wilayah kerjanya.

Pelaksanaan Wewenang Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polis

Pamong Praja

1. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Peraturan Daerah.
Dalam pelaksanaan tugasnya terutama peraturanhd&atuan Polisi
Pamong Praja tentunya tidak terlepas dari tindalama pelanggaran yang

dilakukan oleh masyarakat. Berbicara mengenai mgeakpelanggaran



peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Nomahith 2008 tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakaméutgiga tidak lepas
dari faktor-faktor penyebabnya yang bisa berasallabagai aspek. Untuk
itu sebelum membahas lebih jauh tentang penegakeiuPan Daerah oleh
Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamayg, Perlebih dahulu
akan dibahas tentang faktor penyebab pelanggareatuPen Daerah oleh
masyarakat.

Secara garis besar pelanggaran peraturan daerah teéajdi karena
kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat seratirkdrena kurang atau
terbatasnya fasilitas kota yang dapat digunakai ohasyarakat. Secara
terperinci, faktor-faktor penyebab pelanggaran teesa Daerah karena
kurangnya kesadaran atau pengetahuan hukum olelyarakat dapat
dijelaskan sebagai berik(t:

a. Ketidaktahuan Masyarakat.

Ketidaktahuan masyarakat berarti masyarakat memaitak
mengetahui adanya suatu peraturan daerah yang aresghn atau melarang
sesuatu hal. Karena tidak tahu bahwa telah ada pesatturan tersebut, maka
masyarakat dengan leluasa melakukan tindakan ap@oya merasa telah
melanggar Peraturan Daerah. Dalam situasi sepesgbenarnya masyarakat
tidak mempunyai maksud untuk menentang pemerintah.

b. Tahu tetapi Disengaja.

® Hasil wawancara dengan Bambang Edi Santoso, K&sdegakan Perundang-

undangan Peraturan Daerah Satpol PP, 1 Maret 2Z8Q0 WIB, bertempat di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.



Tahu tetapi disengaja berarti masyarakat memarah telengetahui
tentang adanya suatu peraturan yang mengharus@annalarang sesuatu
hal, namun masyarakat tidak mau mematuhi peratataebut. Dalam hal ini
memang ada maksud dari masyarakat untuk menenésngrptah.

Tindakan masyarakat yang seperti ini dapat tegpdbila masyarakat
merasa dirugikan oleh adanya Peraturan Daeratbtgrddasyarakat merasa
dengan adanya Peraturan Daerah itu justru akan gikaru kehidupan
mereka. Untuk kasus seperti ini memang bukan had yaudah ditangani.
Hal ini menjadi dilemma bagi Pemerintah Kota karehsatu sisi ingin
menciptakan kota yang tertib, namun disisi lain trjus merugikan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlskap saling pengertian
antara pemerintah dan masyarakat serta harus setgakan dari aparat dalam
melakukan tindakan hukum.

c. Kepentingan Sesaat.

Kepentingan sesaat berarti pelanggaran Peraturaarabayang
dilakukan oleh masyarakat hanya didasarkan padankegannya saat itu.
Hal ini dapat terjadi karena keadaan yang mendpsadi saat itu ataupun
karena keterbatasan fasilitas kota untuk mendukegatan masyarakat. Jadi
pelanggaran dalam hal ini terjadi pada saat ita, sijain waktu masyarakat
tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Sehinggatddjxatakan bahwa
masyarakat menentang pemerintah pada waktu itu ds@at mereka
mempunyai kepentingan yang mendesak, selebihnyakaekan mematuhi

kebijakan pemerintah.



d. Coba-coba.

Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah hamga&agin coba-
coba berarti mereka hanya ingin mengetahui bagainssap pemerintah
terhadap tindakan yang mereka lakukan. Atau dekgtnlain mereka hanya
ingin menguiji sikap pemerintah, apakah memang ktgisidengan peraturan
atau tidak. Untuk kasus seperti ini lebih mudah apgianannya, karena
sebenarnya kesadaran hukum masyarakat cukup tsgjgngga setelah
mendapat penyuluhan dan pembinaan mereka kembaiiataki Peraturan
Daerah tersebut.

Dari beberapa faktor penyebab pelanggaran PeraRaarah tersebut,
dapat dilihat bahwa faktor penyebab pelanggaramté®an Daerah yang
paling banyak adalah karena faktor tahu tetapi ndigg. Hal ini
menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyita. Dan untuk
mengubah perilaku ini bukanlah tindakan yang mukiatena menyangkut
kehidupan banyak masyarakat. Oleh karena itu peamamgpya juga
membutuhkan waktu yang panjang dan tidak hanya adenjgas aparat
pemerintah, dalam hal ini Polisi Pamong Praja, mk#én juga dibutuhkan

kerjasama dari semua pihak termasuk masyaraksemdiri.



2. Pelaksanaan Wewenang Dinas Pengelolaan Pasar Dan Satuan Polisi

Pamong Praja

Perkembangan Kota Surakarta yang saat ini semag&ikemmbang
menjadi kota besar yang penuh dengan aktivitasdkelin masyarakat
terutama bidang perdagangan mengakibatkan Kotak&tmamenjadi padat
arus lalu lintas juga arus perdagangannya. Padarrdas Pedagang Kaki
Lima dianggap menggangu kenyamanan, keindaharketartiban. Terlebih
lagi PKL sering memakai badan jalan dan trotoaukimhelakukan kegiatan
berdagangnya. Hal tersebut menyebabkan kemacetakow@i Surakarta
karena lalu lintas menjadi tersendat. Namun di lsisi berarti visi Kota
Surakarta untuk menjadi kota budaya yang bertumpualap potensi
perdagangan, jasa perdagangan, jasa pendidikanyigaga dan olahraga
telah dapat diwujudkan. Dengan kondisi seperti dhilharapkan Kota
Surakarta tetap dapat menjadi kota yang aman di#n te

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta merupaktmsi pemerintah
Kota Surakarta yang memiliki wewenang dalam merdda mengelola
pedagang kaki lima di wilayah kota Surakarta. PadggKaki Lima yang
ingin memperoleh ijin menempati shelter-shelterpdsar didata terlebih
dahulu oleh Dinas Pengeloaan Pasar. ljin diperafgibila Pedagang Kaki
Lima sudah didata oleh Dinas Pengelolaan Pasag kamudian dari data
tersebut akan dilakukan penataan terhadap parag®sglaKaki Lima,
sehingga mempermudah dalam mengelola Pedagang Kakh yang

semakin menjamur di Kota Surakarta. Sedangkan S&aksi Pamong Praja



memiliki wewenang untuk menegakkan Peraturan Dadeah dalam praktek
di lapangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuasi RRdmong Praja
bersama-sama melakukan penertiban, penataan daelpean Pedagang
Kaki Lima.

Data pada tahun 2005 tercatat ada 5.887 PedagakigLKaa yang
belum dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kotakawta. Sampai Januari
2012 masih ada 1.936 Pedagang Kaki Lima yang beitata namun sudah
masuk dalam data Dinas Pengelolaan P&s8etiap Pedagang Kaki Lima
hanya diijinkan untuk memiliki satu ijin, dan (ijiiu) berlaku selama satu
tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan perayagitdu ketentuan yang
terkandung dalam peraturan daerah ini. ljin judakidapat dialihkan kepada
pihak lain®*

Permasalahan yang muncul adalah masih banyak Rep&gki Lima
yang belum ditata oleh Pemerintah Kota Surakamaingga menyebabkan
masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagaki Lima. Untuk
mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran terhadagtuiPar Daerah tersebut
Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamajg Pelakukan dua

langkah, yaitu®

a. Langkah Preventif

® Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
10.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaaseP&ota Surakarta

* Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
10.30 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaaseP&ota Surakarta

® Keputusan, Walikota Surakarta Nomor 188.3.05/200%



Langkah preventif yang berarti upaya pencegaharhadap
terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang didakuoleh para
Pedagang Kaki Lima. Hal ini dilakukan dengan camakukan patroli
wilayah oleh petugas Satuan Polisi Pamong PrajaDilaas Pengelolaan
Pasar. Patroli ini dilakukan secara rutin denganuatu untuk
mengamankan obyek-obyek vital juga untuk memberikanyuluhan
kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhiupgnayang telah ada
sehingga dapat menciptakan kondisi kota yang ateatram, tertib dan
teratur yang pada akhirnya nanti juga akan mentkgkakesejahteraan
masyarakat itu sendiri. Penyuluhan tersebut dajatukan baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cdumgse dari
Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi langsungk umemberikan
penyuluhan kepada para Pedagang kaki lima agarkeeamematuhi
Peraturan Daerah yang telah ada. Sedangkan peayutidak langsung
dilakukan dengan cara memberikan pengumuman melakpan
pengumuman, media cetak, maupun media elektronik.

. Langkah Represif

Berarti tindakan yang dilakukan setelah terjadimy@langgaran
terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh Radag&aki Lima.
Sampai saat ini upaya represif yang dilakukan &atuan Polisi Pamong

Praja Kota Surakarta baru sebatas pada pembing@anaskekeluargaan



dan belum sampai pada upaya hukum yang melibatkdakan hukum
oleh aparat yang lebih berwenang.

Dalam langkah represif ini, apabila Satuan PoliamBng Praja
menemukan atau mendapatkan laporan dari Dinas PB&raye Pasar
tentang adanya tindakan pelanggaran Peraturan IDaareg dilakukan
oleh para Pedagang Kaki Lima, maka Satuan PolisioRg Praja akan
mendatangi lokasi perdagangan tersebut. AwalnyaadDiRengelolaan
Pasar akan memberikan pembinaan berupa penyulurarbichbingan,
namun jika usaha tersebut gagal karena para peglaggap tidak
mengindahkan peringatan dari Dinas PengelolaanrPasaka Dinas
Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Pragt daelakukan
penertiban dengan cara pembongkaran terhadap sgaagadigunakan
oleh para Pedagang Kaki Lima. Setelah adanya tardgenertiban dari
Satuan Polisi Pamong Praja berupa pembongkaraebtgrskemudian
Para Pedagang Kaki Lima tersebut akan dibina olelasDPengelolaan
Pasar. Apabila tindakan pembinaan dari Dinas Pelagal Pasar tersebut
tetap tidak berhasil dan Peraturan Daerah tidaatljtmaka Satuan Polisi
Pamong Praja akan melakukan penertiban dan berkakerahkan kasus
ini kepada pihak yang lebih berwenang, dalam haldalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak lebihjlg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diskapwlahwa Dinas
Pengelolaan Pasar memiliki wewenang melakukan pengo dan

pembinaan dalam artian melakukan pencegahan sebeldanya



pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima datua® Polisi

Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya yaitugaleken Peraturan
Daerah dilakukan dengan dua langkah yaitu langkeweptif dan represif.
Kedua langkah tersebut terbatas pada hal membepé@yuluhan dan bila
dinggap perlu melakukan pembinaan secara kekelamartgrhadap para
pelaku pelanggaran. Apabila pembinaan secara kakglan tetap tidak
berhasil, maka dapat dilakukan tindakan pembongkaarana yang
dijadikan alat untuk melakukan pelanggaran.

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanaigasnya
sebagai penegak Peraturan Daerah, namun sebengetglksanaannya
belum dapat dilaksanakan secara optimal. Tindakeweptif dan tindakan
represif yang dapat diambil Dinas Pengelolaan Pdaar Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya belunungeif secara
optimal, terutama pada tindakan represif. Padaakiad represif tersebut
Satuan Polisi Pamong Praja baru dapat melakukaakam pembinaan
secara kekeluargaan terhadap para pelanggar. mmestritnukum dalam
dalam menunjang peran Satuan Polisi Pamong Pragndpenegakan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 adalah Keput¥alikota
Surakarta Nomor 188.3.05/85/1/2003 tentang Pemkantu Tim
Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Pembentukan tim penegakan Peraturan Daerah terkebuidian
ditindaklanjuti dengan pembentukan Penyidik PegaMaigeri Sipil

(PPNS) sebanyak 40 orang. Anggota Penyidik Pegavegeri Sipil



(PPNS) sebanyak 40 orang tersebut terdiri daridmgaibunit kerja yaitu
dari skretaris DPRD, Sekretaris Daerah Bagian Hukdam HAM,
Sekretaris Daerah Bagian Umum, Sekretaris DaerajiaBaOrganisasi,
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Dinas Beloaan Pasar,
Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), Dinas PendidiRamuda Dan
Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KependudukanCktatan Sipil,
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Mddalas
Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pariwisata &an Budaya,
Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Daerah, Badaegad{egian
Daerah, Badan Informasi dan Komunikasi, Kantor &atRolisi Pamong
Praja Surakarta, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pengah Masyarakat,
Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Kantor Pama#ebakaran,
Kantor Arsip dan Perpustakaan, Kantor Pengelolaaat Maerah, dan
kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Surakarta. TReanegakan
Peraturan Daerah tersebut mempunyai tugas sebexijaita®
1. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dangeavalusai
kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban.
2. Melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertilslm keamanan
masyarakat serta memberikan penyuluhan kepada raaya
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Melaksanakan operasional di lapangan dalam eapgkcegahan dan

penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

* Keputusan, Walikota Surakarta Nomor 188.3.05/20005.



5. Menindaklanjuti hasil temuan pelanggar peratudaerah kepada
instansi terkait.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Waliko

Dengan terbentuknya Tim Penegakan Peraturan Daelahn
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diharapkanasu@atuan Polisi
Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah lbagalian labih
intensif dan efektif, sehigga tindakan penyuluhan gembinaan terhadap
para pelanggar yang dilakukan oleh Satuan PolisidAg Praja dan Dinas
Pengelolaan Pasar tidak berhenti di tengah jalgwatada tindakan hukum
lebih lanjut. Dengan adanya tindakan hukum lebihjua tentu akan
mebawa pengaruh yang positif. Para pelanngar a&gpikir ulang untuk
melakukan pelanggaran karena telah ada tindakannhylang tegas dari

aparat pemerintah.

C. Hambatan yang Dihadapi Petugas dalam Melakukan Penegakan

Peraturan Daerah

Dalam suatu kegiatan tentu terdapat hal-hal yangn akenjadi
hambatan dalam mencapai tujuan akhir kegiatantietsBegitu juga halnya
yang dialami oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan $#&aksi Pamong Praja.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya menegakkan pamatiaerah yang
berhubungan dengan penataan,pengelolaan dan pembiRedagang Kaki
Lima di Kota Surakarta ini, Dinas Pengelolaan Patam Satuan Polisi

Pamong Praja masih menemui berbagai hambatan yangakibatkan tidak



optimalnya hasil yang dicapai. Hambatan-hambatasebeit dapat berasal

dari dalam maupun dari luar Pemerintah Kota Sutakfr sendiri.

1. Hambatan yang Berasal dari Dalam

Kendala yang berasal dari dalam ini disebabkanhlégpada
jumlah personil dari Dinas Pengelolaan Pasar damaSaPolisi Pamong
Praja. Jumlah personil yang tersebar dilapangak tdkup memadai.

Selain itu dalam menegakkan suatu peraturan diksladanya
biaya dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebtdra lain, mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil,nisgai yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, daruseya. Dalam
menegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200Bamgrintah Kota
Surakarta juga memiliki sarana dan fasilitas. Ajgabarana dan fasilitas
dalam menegakkan peraturan tidak mencukupi biasahkga terjadi
benturan kepentingan antara Pemerintah dan masyayakg diatur.
Sarana dan fasilitas lebih tertuju kepada pembrayBamerintah Kota
Surakarta sendiri belum bisa memindahkan kurani¢p €000 Pedagang
Kaki Lima yang masih melakukan kagiatannya di seKasilitas publik,
karena modal awal yang diberikan dari Kementeriapdfasi dan UKM
jumlahnya terbatas, dana tersebut dikelola olela®iengelolaan Pasar
dengan membentuk Koperasi Monjari 45 sebagai penykna kepada

para pedagang kaki linfa.

®” Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
10.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaaseP&ota Surakarta



2. Hambatan yang Berasal dari Luar

Kebanyakan orang menilai bahwa Peraturan DaerahoN@n
Tahun 2008 ini dianggap berhasil diterapkan kepadayarakat Kota
Surakarta khusunya para Pedagang Kaki Lima di kamakota
Surakarta. Namun seiring berjalannya waktu, perfahaa lain muncul
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini. JumlahgBegaKaki Lima
yang bisa ditata dan dibina oleh Pemerintah Kotaal&uta tidak
sebanding dengan Pedagang Kaki Lima yang kian mmemjali Kota
Surakarta. Sehingga menyebabkan kendala dalam nkelalpenertiban
dan pengelolaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima dari luar Kota Surakarta semdlanyak
yang masuk ke dalam Kota Surakarta. Dampak yamgluitkan adalah
menjadi banyaknya PKL yang tidak terdata. PKL yadgk terdata yang
memaksakan diri untuk membuka lapaknya secara sgynbembunyi.
Hal ini yang membuat Aparat Dinas Pengelolaan PdearSatuan Polisi
Pamong Praja sering kewalahan dalam melakukanlipk#i@na harus
memberikan peringatan lisan kepada para Pedagakid-id@a tersebut.

Permasalahan-permasalahan lain yang muncul yaitcuinya
beberapa PKL di tempat yang sudah steril dari Patga¢aki Lima. Di
kawasan kawasan Gladak di Jalan Slamet Riyadin J&deran, Jalan
Kapten Mulyadi dan Jalan Urip Sumoharjo, masihihatl aktivitas
sejumlah PKL walaupun di jalan-jalan tersebut sudatterilkan dari

Pedagang Kaki Lima. Entah itu Pedagang Kaki Limagylama yang



telah direlokasi atau Pedagang Kaki Lima baru yamghcul karena
lahan tersebut kosong.

Kendala berikutnya yang dihadapi Aparat dari DiRasgelolaan
Pasar maupun Satuan Polisi Pamong Praja adalalyaadanda-tenda
yang digunakan sebagai tempat berjualan yang daikgn para
Pedagang Kaki Lima. Hal ini terjadi di kawasatywalk Jalan Slamet
Riyadi yang merupakan kawasamnock-downatau bongkar pasang.
Karena kawasan ini merupakan Pasar yang buka padammhari
biasanya Pedagang Kaki Lima langsung meninggalkadanya begitu

saja sebab besok malamnya akan dipakaffagi.

D. Penegakan Hukum oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi

Pamong Praja

1.

Pengawasan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dengakukan patroli
keliing di kawasan Kota Surakarta untuk melakukpendataan
Pedagang Kaki Lima yang ada, baik yang sudah texlanaupun yang
belum terdata, yang belum terdata biasanya maskhar di sepanjang
jalan Kota Surakarta. Dinas Pengelolaan Pasar dalgas dan fungsi
pokoknya untuk mengawasi, mengelola dan menatagaada&aki Lima
membuat kantor-kantor pengawasan di setiap pasagath maksud agar
mudah melakukan pendataan dan pengawasan terhadagahg Kaki

Lima. Pengawasan tersebut dilakukan dengan carainteemetribusi

68

Hasil wawancara dengan Bambang Edi Santoso, K&wdegakan Perundang-

undangan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong, Rrijaret 2012, 10.00 WIB, bertempat di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.



sebanyak Rp. 1.000,00 di setiap shelter pasar ymmngkuran 3 x 2
meter. Sedangkan pengawasan yang dilakukan tertReldggang Kaki
Lima yang masih ada di jalan-jalan sepanjang Kat@l&rta dilakukan
pendataan dan penertiban. Pedagang Kaki Lima yarepnjual
dagangannya di jalan-jalan dikenai retribusi seb&ma 200,00/m2?
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalansgs penataan
dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Dengan demikiaka Pedagang
Kaki Lima akan menjadi aset bagi Pemerintah KotaaKarta yang
meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Sutakaang
kemudian akan dipergunakan lagi untuk membangura Kirakarta
guna kemakmuran dan kesejahteraan warga SurdRarta.

2. Pencabutan izin menempati shelter dan membongkapat usaha
Pedagang Kaki Lima dikeluarkan oleh Dinas PengaioléPasar.
Pencabutan ijin bisa dilakukan jika Pedagang Kaikna. melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah atau pun karena PRésmheKota akan
mempergunakan shelter/kios untuk keperluan laimpaaganti rugi.
Namun sebelum dilakukan pembongkaran, Dinas PelageloPasar
mengirimkan Surat Peringatan kepada Pedagang Kakia Lyang
bersangkutan. Apabila dalam 7 hari Surat Peringdtatidak direspon
maka Dinas Pengelolaan Pasar berhak untuk melakpdsatongkaran

paksa dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Pragftuselparat yang

* Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
10.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaasaP&ota Surakarta.

® Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
11.10 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaasaP&ota Surakarta.



berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dam pasti juga
melibatkan Polsek setempat. Selain itu Pemerintaita KSurakarta
memiliki wewenang untuk mencabut izin tersebut #dpakakan

digunakan untuk kepentingan lain. ljin usaha yailgerikan kepada
Pedagang Kaki Lima bisa dicabut apabila Pemeriritaita akan

mempergunakan tempat tersebut untuk jenis usahg gam atau juga
tempat usaha tersebut tidak dipergunakan dalamnkwaktu 3 bulan
berturut-turut’* Kasus ini dapat terjadi di beberapa shelter/kioBabar

Notoharjo. Beberapa shelter/kios ada yang tidakgiedigunakan dalam
jangka waktu yang sangat lama sehingga Dinas Ralagel Pasar
mencabut ijin usaha pemegang ijin tersebut. Sedandiasus yang
dialami Pedagang Kaki Lima di Jalan Veteran berndapak EKko,

Dinas Pengelolaan Pasar memberikan surat peringetpada para
Pedagang Kaki Lima kelompok mebel untuk memindahkareka yang
menempati shelter/kios dikarenakan pemerintah Kat@akarta akan
mempergunakan shelter/kios tersebut untuk jenisausan’?

3. Pembongkaran terhadap kelengkapan kegiatan psahd&edagang Kaki
Lima. Pembongkaran yang dilakukan dilakukan olelu&a Polisi
Pamong Praja lebih mengacu kepada penegakan Rer&aerah secara
represif. bukan dalam artian membongkar dan mehyian lapak para

Pedagang Kaki Lima karena pelanggaran yang ada inkaia

' Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
10.20 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaasaP&ota Surakarta.

”? Hasil wawancara dengan Didik, S.P, M.E, Dinas Bkigan Pasar, 8 Maret 2012,
10.30 WIB, bertempat di Kantor Dinas PengelolaasaP&ota Surakarta.



memindahkan tempat usaha para Pedagang Kaki Lintankpat yang
sudah disediakan oleh Pemerintah Kota SurakartdaukUmelakukan
pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pieagelolaan Pasar
melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara iftdepada para
Pedagang Kaki Lima. Pembongkaran yang dilakukarakisedkan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih bedah karena itu
dilakukan penyuluhan terlebih dahulu. Contoh pengkaran ini pernah
dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima yang bernamal@aibuk, penjual
angkringan yang berada di Barat pintu utama PKU atunadiyah
Surakarta dikarenakan berjualan di tempat yang shasteril dari
Pedagang Kaki Lima. Lain lagi dengan Pak Yantoagadg nasi soto
dan nasi sayur yang mengaku tiap malam tidur dsrigia bersama istri
ini, sebelumnya jual sembako di pasar tradisionahgy sekarang

didirikan Hotel Novotel.

E. Konsistensi Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3
Tahun 2008 dengan Nor ma Hukum Administrasi Negara
Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masytadan untuk
itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadiasysang mutlak.
Penegakan hukum dapat dilakukan secara preveatif, lpahwa pengawasan
aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peratiawgpa kejadian langsung

yang menyangkut peristiwa yang menimbulkan sanghksdiwa peraturan



hukum telah dilanggdr’ Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Liak dilakukan
oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi iRpmja. Penegakan
Peraturan Daerah dilakukan dengan cara preveniiiu ydengan cara
melakukan pengawasan secara berkala dan juga msbalalisasi Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 3 kepada para PedagakigLima. Dalam
menjalankan wewenangnya untuk menegakkan PeraiDesmmah, Satuan
Polisi Pamong Praja memiliki landasan hukum yandgieat dalam Peraturan
Daerah “*
(1) Pengawasan atas pelaksanaan PeraturaratDaédakukan oleh
Walikota.
(2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Dadedsathakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Perddaenah.
(3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daesdbars Polisi
Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegdegeri Sipil
(PPNS).
(4) Ketentuan pengawasan dan penertiban siebaga dimaksud
pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dédlikota.
Dalam sarana penegakan hukum itu disamping persgawadalah
sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalampspéeaturan perundang-

undangan, bahkan Ten Berge sebagaimana dikutip 8&lelwvan HR

” Soerjono Sokantd@enegakan HukunBina Cipta, Jakarta, 1974, him. 78.
’* pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomah8rr2008 tentang Pengelolaan
Pedagang Kaki Lima.



menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari pd@egahukum
administrasi®> Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan sanksi-s
dari peraturan yang telah ada terhadap pelanggasapun kejahatan yang
terjadi dalam masyarakat. Sanksi berperan dalamegadhan Peraturan
Daerah, hal ini bisa disebut dengan cara peneghitknm secara represif.
Ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam hu&dministrasi negara,
namun sanksi yang relevan dengan PKL adalah pakgeanerintah,
pencabutan izin dan pengenaan uang paksa atau.denda
Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamoag Bering
memberikan sanksi-sanksi yang berupa teguran lisamat peringatan,
pencabutan ijin hingga pembongkaran paksa lapak smpat berjualan
Pedagang Kaki Lima tersebut. Sanksi ini merupakagiam dari paksaan
pemerintah, dengan maksud agar masyarakat tundpld&e peraturan
perundang-undangan. Sanksi yang dimaksudkan mePRenaturan Daerah
adalah pencabutan ijin, dengan ketentuan sebagkirbg®
Pencabutan dan Tidak Berlakunya ljin Penempatan PKL
(1) ljin Penempatan dapat dicabut, apabila :
a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksiaihd
Pasal 9.
b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dRksal
10.

C. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasbtgrse

” Ridwan HR,Hukum...op. cjthim. 244.
’® pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Noma@h&m 2008 Tentang Pengelolaan
Pedagang Kaki Lima.



(2) ljin Penempatan dinyatakan tidak berlaku,lagabila :
a. angka waktu ljin Penempatan PKL telah berakhir.
b. Pemegang ljin Penempatan tersebut tidak melakuka
kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimalia(t

bulan) berturut turut.

C. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang ||
Penempatan.

d. Pemegang ljin Penempatan tersebut pindah lokasi.

e. Pemegang ljin Penempatan tersebut meninggah.duni

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabut@m Penempatan
diatur dengan Peraturan Walikota.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan iraratDaerah
Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang PengeloRedagang Kaki
Lima telah sesuai dengan Norma Hukum Administrasjdda karena Dinas
Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Prégan daenjalankan
wewenangnya sudah melakukan pengawasan sebagdiamgreventif yaitu
dengan sosialisasi Peraturan Daerah dan patrdlingeldan menerapkan
sanksi-sanksi berupa pemberian teguran, suratgatan hingga pencabutan
ijin sebagai tindakan represif untuk menegakkaratpean tang dilanggar

oleh Pedagang Kaki Lima.



BAB IV

PENUTUP

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada babtbatahulu mengenai
penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kota Swakarhor 3 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, maka @emiknarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan
1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta N®mahun 2008 tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Ditexsgelolaan Pasar

dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan Perdbaeiah dilakukan



dengan cara preventif dan represif. Dinas PengeioRasar dan Satuan

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinyegse institusi

penegak Peraturan Daerah menemui beberapa keetalgas berikut :

a. kendala dari dalam vyaitu kurangnya jumlah persddinas
Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Pragabgtugas di
lapangan.

b. kendala dari luar meliputi :

1). Jumlah Pedagang Kaki Lima yang semakin bertanka@ena
muncul Pedagang Kaki Lima baru baik yang berasalvaaga
Surakarta itu sendiri maupun warga luar Surakarta.

2). Pedagang Kaki Lima kembali ke tempat yang swgdahl dari
Pedagang Kaki Lima

3). Tenda-tenda sebagai alat untuk berjualan djtitkgn begitu
saja oleh Pedagang Kaki Lima sehingga merusak &kard
kota.

. Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta N®@manhun 2008 tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sudah sesuai demgama hukum

administrasi negara. Penegakan Peraturan Daeraterapfan cara

preventif yakni melalui sosialisasi Peraturan Dadegpada para Pedagang

Kaki Lima. Namun apabila dengan cara tersebut tdiaikdahkan, maka

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan sgprakni melakukan

pembongkaran terhadap perlengkapan berjualan pegldgki lima atau

pun pencabutan ijin oleh Dinas Pengelolaan Pasar.



B. Saran
Dari penelitian yang penulis lakukan, maka pendéipat memberikan
saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi warga yang ingin menjadi Pedagang Kaki Lumdlota Surakarta
hendaknya memiliki pemahaman bahwa semakin bangdadang Kaki
Lima di Kota Surakarta maka akan semakin tidak atertkarena
kemampuan Pemerintah Kota yang terbatas.

2. Pemerintah Kota Surakarta sedapat mungkin haresambah jumlah
personil Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan HRaisiong Praja yang
ada di lapangan untuk melakukan patroli sebagalaknpengawasan
terhadap Pedagang Kaki Lima. Dikhawatirkan denganlgh personil
yang tidak banyak akan menyebabkan semakin bangaRegiagang Kaki
Lima dan pasti akan lebih berpeluang juga terjaalingnyak pelanggaran.
Sebab trend yang dibawa Kota Surakarta sendiri abddlindakan

pencegahan terjadinya pelanggaran yang lebih besar.
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LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3 PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,
Menimbang
a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah agardagangan sektor informal
yang merupakan perwujudan hak masyarakat datmrusaha dan perlu diberi
kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kelutidhgpnya;

b. bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaidagangan sektor informal, akan
mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
C. bahwa keberadaan PKL perlu dikekola, ditdtn diberdayakan sedemikian rupa

agar keberadaannya memberikan nilai tambahlu atamanfaat bagi pertumbuhan
perekonomian dan masyarakat kota serta tereiggmya lingkungan yang baik dan
sehat; 2

d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting&atrakarta Nomor 8 Tahun 1995
tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaid kudah tidak sesuai lagi, maka
perlu diatur kembali dengan membentuk Peratibaprah Kota Surakarta tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentsemglentukan Daerah-daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa TimurwalaTengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara R&bulmdonesia Tahun 1950 Nomor
45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanguAu Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Témbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tenfmbgn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Leambaddegara Republik Indonesia
Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenBewptaan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarmababembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tgritalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembadagara Republik Indonesia
Nomor 3293);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tgrenoman Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Baddyembaran 3 Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 44, Tambahan Lembdiagara Republik Indonesia
Nomor 3441);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tgrRaasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1883nor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tgrR@doman Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud42Romor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2442);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgrifambagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsan DPemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonediahun 2007 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@9)3

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007angnPengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tindk&urakarta Nomor 3 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkgan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadyati 1l Surakarta Tahun 1988
Seri D Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tindk&urakarta Nomor 8 Tahun 1993
tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kieakarta 4 Tahun 1993-
2013 (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat Il akarta Nomor 4 Tahun 1998
Seri D Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Surakarta NomoraBui 2001 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakamenflaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimiteh dirubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentangbBbhan Atas Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (LembaramerBh Kota Surakarta Nomor 8
Tahun 2004 Seri E Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 TaB0@mh tentang Visi dan Misi Kota
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta NomdralBun 2004 seri E Nomor 4); 23.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Ta&@@b tentang Lalu-lintas Dan
Angkutan Jalan Di Kota Surakarta (Lembaran rBlaeKota Surakarta Tahun 2005
Nomor 7 Seri D Nomor 1);

24, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor &huim 2006 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakafiahun 2006 nomor 2 Seri D
Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2ahui 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakahian 2005-2010 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Than 2007 Nomor 2). 5

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
Dan
WALIKOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAPEDAGANG KAKI
LIMA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraasaty Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memzas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasmjamd sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksiamd Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan B&ein Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuttigabut DPRD adalah Lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyeleaggamerintahan daerah Kota
Surakarta.

5. Walikota adalah Walikota Surakarta.

6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instagsing berwenang dalam pembinaan
Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perguaddangan yang berlaku.

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Paliebng Praja Kota Surakarta.

8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkaL Padalah pedagang yang

menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa noalfaialam 6 jangka waktu tertentu



dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yaegtdikan oleh Pemerintah Daerah
sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakamasatau perlengkapan yang
mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usamadau perseorangan yang berada
diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara |®emerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan UsahakMiaerah, Usaha Koperasi,
Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunaldi& plukum Indonesia.

10. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergam untuk fasilitas umum sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta.
11. liin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut adalah surat yang dikeluarkan

oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti B&d untuk menempati dan berusaha
di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

12. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alapeti@mgkapan yang dipergunakan oleh
PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yamglah dipindahkan dan
dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan disrigkda.

13. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan agalKL di lahan fasilitas umum yang
ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
14. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dangiarahtauperlengkapan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh anakst secara luas;

15. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaiatakisn penyidik dalam hal dan menurut
cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan pakg dengan bukti itu membuat
terang tentang Tindak Pidana yang terjadi daragnenemukan tersangkanya;

16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negaia Republilonesia atau Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusughalndang-undang untuk melakukan
penyidikan;

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yasgjanjutnya disingkat PPNS Daerah,
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertaditingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang umbgkakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah; 7

18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagangkat Daerah;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagerangkat Daerah di bawah
Kecamatan.
BAB 11
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah senkebijakan Pemerintah Daerah dalam
rangka penataan, pemberdayaan, dan pengavegastnpenertiban PKL.

Pasal 3
Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkaesejahteraan PKL, menjaga ketertiban
umum dan kebersihan lingkungan.

BAB II
PENATAAN TEMPAT USAHA
Pasal 4
(1) Kegiatan wusaha PKL dilakukan di lokasi nga ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
(2) Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahtan menghapus lokasi PKL

dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekpnketertiban dan kebersihan
lingkungan di sekitarnya.

Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan transaksi menigan dengan PKL pada fasilitas-rasilitas
umum yang dilarang digunakan untuk tempathasatau lokasi usaha PKL. 8



BAB IV
PERIJINAN
Bagian Pertama
Ketentuan ljin Penempatan dan Syarat-syarat Pemnawhljin Penempatan PKL
Pasal 6
(1) Setiap orang yang melakukan usaha PKlapfgilitas umum yang ditetapkan dan
dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memilifh Penempatan yang dikeluarkan
oleh Walikota;
(2) Untuk memperoleh ljin Penempatan sebagamaiimaksud pada ayat (1) yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan gdectdis kepada Walikota;
3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ay&iaf? dilampiri :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kote Surakarta yaasimberlaku;

b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kegadijpergunakan sebagai lokasi
PKL;

C. Surat persetujuan dari pemilik lahan dag/atangunan yang berbatasan
langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;

d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;

e. Surat pernyataan yang berisi :
1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permdn lokasi

tempat usaha;

3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan  lokasaha PKL

kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dinthksewaktuwaktu
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa gamdi dalam bentuk

apapun.

(4) Jangka waktu berlakunya ljin Penempatabagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; 9

(5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan piembgin Penempatan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7
Dalam memberikan ljin Penempatan PKL, PemahinDaerah tidak memungut biaya.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang ljin Penempid
Paragraf 1
Hak
Pasal 8
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegjand®enempatan PKL berhak :
a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dam&ean dalam menjalankan usaha;
b. Menggunakan tempat usaha sesuai dengan ijimipetan.
Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 9
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemedjgmgPenempatan PKL diwajibkan :
a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertibkgamanan dan kesehatan lingkungan
tempat usaha;
b. Menempatkan sarana usaha dan menata baranggdagdangan tertib dan teratur;

Menempati sendiri tempat usaha sesuai ljin yimgjikinya;

Mengosongkan tempat usaha apabila Pemeribtabrah mempunyai kebijakan lain
atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti A@i;

e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKletetuan waktu usaha PKL dan
ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Walikota;

oo



f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dajianusaha PKL;

g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meaikgg sarana dan prasarana di luar
jam operasional yang telah ditentukan oleh Wadilattu pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegangPgnempatan dilarang :

a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanerkasidKL;

b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat ingga

C. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk rgigibelikan sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selasmgy telah dinyatakan dalam ljin
Penempatan;

e Mengalihkan ljin Penempatan PKL kepada lpitean dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya ljin Penempatan PKL

Pasal 11

(1) ljin Penempatan dapat dicabut, apabila :

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimakslasnd@asal 9;

b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dadaal PO;

C. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi terseb

(2) ljin Penempatan dinyatakan tidak berlaku lagabila :

a. angka waktu ljin Penempatan PKL telah berakhir;

b Pemegang ljin Penempatan tersebut tidak melakkkgiatan usaha lagi dalam jangka

waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut; 11
Atas permintaan secara tertulis dari pemegandPgnempatan;
Pemegang ljin Penempatan tersebut pindah |oédzsi;
Pemegang ljin Penempatan tersebut meninggad.duni
) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutfim Penempatan diatur dengan
Peraturan Walikota.

P a0

BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 12

(1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota berkibamj memberikan pemberdayaan

berupa:

a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;

b. pengembangan usaha melalui kemitraan depgéaku ekonomi yang lain;
C. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permaoglala

d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada aydildk$anakgn oleh Pejabat yang
ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan d#stansi terkait dan aspirasi
masyarakat sekitar lokasi usaha PKL;

3) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut aya) Walikota dapat melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pendtmapemberdayaan PKL.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 13
(1) Pengawasan atas pelaksanaan PeraturanhDdésiukan oleh Walikota; 12
(2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Dadedsatiakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan DaeratnarSaPolisi Pamong Praja
berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri S§#INS);



(4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagai dimaksud pada ayat (1) dan
ayat(2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI|I
SANKSI ADMINISTRAS
Pasal 14
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Basafat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan
sanksi berupa: peringatan, dan/atau penghentidmausan/atau membongkar sarana usaha
dan/atau mengeluarkan barang dagangan yanggdimkan untuk usaha PKL dari fasilitas
umum Yyang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15
Q) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus untuk melakukan penyidikanakmuidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud paddByadalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menéigterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaratufRe Daerabh;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterarmgangenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang ddakskhubungan dengan
tindak pidana yang dilakukan; 13

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oranlgagr atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubumtggan tindak pidana yang
dilakukan;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokemhoumen lain berkenaan
tindak pidana yang dilakukan;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkaharb bukti bukubuku,

catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berketiadak pidana yang
dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadalpamb bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangktaksanaan tugas penyidikan;
g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriadat pengenal diri tersangka;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengagaki pidana atas pelanggaran

Peraturan Daerabh;

i. Memanggil orang untuk didengar keteranganngan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J- Penghentian penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuleldncaran penyidikan tindak
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menwkumh yang dapat
dipertanggungjawabkan.

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya} (hemberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannysalapPenuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indémesesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Rédgang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan |PasaPasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan
Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini dianaingan pidana kurungan selama-



lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebabgaiaknya Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah); 14 (2) Tindak Pidana sebagaimatimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Q) Semua ljin Penggunaan Tempat Usaha PKingydelah dikeluarkan sebelum

berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakanaptetberlaku sebelum dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada (@yatdilakukan paling lambat dalam
waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peratuesardh ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakaka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 aewgtPenataan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah TingKatSurakarta Tahun 1995 Seri B
Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerabdpanjang mengenai teknis pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggadd#ingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuimyamerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lemliizaarah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 11 Juli 2008
WALIKOTA SURAKARTA
Cap ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Juli 2008
Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Cap ttd
SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si.

NIP. 070 021 209
Asisten Administrasi
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3
Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM
SUPARTONO, SH.

Pembina Tk. |
NIP. 500 073332 16

PENJELASAN
ATAS



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mewujudkan Kota Surakarta seb&géa yang bersih, sehat, rapi dan indah
(BERSERI) sesuai dengan visi dan misinya sebagta kperdagangan, serta agar dapat
memenuhi kepentngan Pemerintah Daerah dan Beglépki Lima (PKL), serta melindungi
masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tenRegataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud dis,atBemerintah Daerah perlu menata dan
memberdayakan pedagang kaki lima sebagai wanr@syarakat Kota Surakarta yang
melakukan usaha perdagangan di sektor inforeslagai Pedagang Kaki Lima yang perlu
mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pedad@ald Lima ini merupakan ketentuan-
ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagadatlam kebijakan penataan, pemberdayaan
dan pengawasan PKL di Kota Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 1 : cukup jelas.

Angka 2: cukup jelas.

Angka 3: cukup jelas.

Angka 4: cukup jelas.

Angka 5: cukup jelas.

Angka 6: cukup jelas.

Angka 7: cukup jelas.

Angka 8: cukup jelas.

Angka 9: cukup jelas. 17

Angka 10 : cukup jelas.

Angka 11 : cukup jelas.

Angka 12 : cukup jelas.

Angka 13 : cukup jelas.

Angka 14 : cukup jelas.

Angka 15 : cukup jelas.

Angka 16 : cukup jelas.

Angka 17 : cukup jelas.

Angka 18 : cukup jelas.

Angka 19 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Didalam Peraturan Walikota mengaémtang :

a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatahauB&L.

b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL padia Lokasi Usaha PKL.

c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan.

d. Menetapkan sarana dan prasarana usaha PKL.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menghaplsasi PKL adalah merubah status lokasi
yang diperuntukan sebaga tempat usaha PKL agiemjukan sebagai tempat usaha PKL.
Pasal 5

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah laHzsmigunan dan peralatan atau
perlengkapam yang disediakan oleh Pemerintandbauntuk dipergunakan oleh masyarakat
secara luas, yang meliputi antara lain :

1. Jalan, yaitu prasarana perhubungan darat;



2. Trotoar, yaitu bagian dari jalan yang khusyedintukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;

3. Jalur hijau, yaitu tanah terbuka yangipotl tanah lapangan olah raga, taman
monumen, taman kota yang pengelolaannya diketepleh walikota; atau 18

4. Kawasan, yaitu batasan-batasan wilayah tertegpesuai dengan pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakk&giatan usaha Pedagang Kaki Lima.
Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) :

Hurufa : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf ¢ : Pemilik lahan adalah pemilik lahamgaerhimpitan dengan lokasi kegiatan PKL.
Huruf d : cukup jelas

Huruf e - angka 1 : Barang illegal adalah sefaang yang karena bersifat dan jenisnya
dilarang diperjualbelikan secara bebas separtuman keras, narkotika, psikotropika, dan
obat-obatan terlarang lainnya atau barang yaperaleh dengan cara yang tidak sah seperti
barang hasil penadahan, barang yang diimpor sédafasah, dll.

-angka2 : cukup jelas

-angka 3 : cukup jelas

-angka 4 : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9

Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untwéiptanenjaga kebersihan/ keindahan, ketertiban
dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pasal 10 :

Yang dimaksud bangunan permanen adalah Bangyaag konstruksi utamanya terdiri dari
pasangan batu, beton, baja dan urnur banguingatakan lebih dari atau sama dengan 15
tahun; 19

Yang dimaksud bangunan semi permanen adakmguan yang konstruksi utamanya dari
kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang datatiun tetapi lebih dari atau sama dengan 5
tahun.

Pasal 11

Ayat (I) : cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa : cukup jelas.

Huruf b : Ketentuan ini diatur sebagai uwpaggar tempat tidak terlantar (bahasa Jawa :
mangkral)

Huruf ¢ : cukup jelas.

Hurufd : cukup jelas.

Huruf e : Apabila pemegang ijin penempatan RR&ninggal maka pihak penerus atau ahli
warisnya dapat mengurus perijinannya dalam waktaling lama 3 (bulan) sejak

meninggalnya pemegang ijin.
Selanjutnya pejabat yang berwenang sharemberikan prioritas kepada Pihak penerus
usaha yang bersangkutan.

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas



Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 16

Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas 20
Pasal 17

Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA



